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Assalamualaikum. wr. wb.

engawali Tahun 2017,
seluruhjajaran Komisioner
dan Sekretariat Jenderal

Komisi Yudisial (KY) pada Rapat
Kerjayangdiselenggarakan pada16
s.d 18 Februarilalu telah bersepakat
untuk lebih memantapkan program
bernuansa pencegahan.

Bukan berarti penindakan (represif)
menjadihal yang tidak utama, tetapi
denganadanya penguatan diujung
tombak pencegahan (preventif),
diyakiniakan lebihmenumbuhkan hal
positif antara pihak yang mengawasi
dandiawasidalam upayabersama
untuk mewujudkan peradilan yang
bersih.

Ketua Bidang Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko
Sasmito sendirimengutarakan
upaya pencegahan yangdilakukan
olehKY inisangat sejalan dengan
program nasional pemerintah dari
sisipembangunan karakter bangsa
yang sesuaidengan nawacitadan
revolusi mental, untuk KY adalah
pembangunan karakter hakim
yang berintegritas. Inilah titik tolak
dimana lembaga etik iniharus mulai
mengevaluasi semua programyang
telah dijalankannya agar tetap

DARI REDAKSI

sejalan dengan hal yang menjadi
prioritas nasional.

Sejalan dengan tema besar yang di
usung pada Majalah edisi pertama
di Tahun 2017 yakni “Pencegahan
SebagaiPrioritas KY di Tahun 20177,
akanmemuat artikel-artikel kritis
yang mengulas perihal tersebut.
Baik upayaintents daripeningkatan
kapasitas yang bersifat keilmuan
bagi hakim maupun peningkatan
kesejahteraan yang masih terus
diramu bersama stake holder dan
besar harapan akanrampungdi
Tahunini.

Majalah KY selanjutnya akan terbit

4 (empat) kali dalam setahun. Kami
berusaha tetap dapat menyajikan
informasi seputar Hukum dan
Peradilan yanghangat dan up to date
tanpa mengurangiesensiyang ada.
Adapun kamiselalu siap menampung
aspirasi pembaca melalui kontak
yang telah kami sediakan untuk
perbaikan dan pengembangan mutu
dariMajalahini.

Selamat membaca,

Tim RedaksiWassalam

www.komisiyudisial.go.id
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Share Responsibility Jadikan Hakim Lebih Profesional dan Akuntabel

Komisi Yudisial (KY) menawarkan prinsip penting dalam pengelolaan
manajemen jabatan hakim, yaknikonsep shared responsibility system atau
pembagian peran dan tanggung jawab. Konsep ini bakal mengubah sistem
satu atap (oneroof system) yang selama diterapkan dilembaga peradilan
tertinggi dinegeriini, Mahkamah Agung (MA).
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Purpura)
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Adametode unik yang dilakukan Komisi Yudisial dalam meningkatkan
kapasitas hakim. Para pengadil tidak sekadar dilatih teknik juridis karena
pendidikan tersebut telah diperoleh di Mahkamah Agung (MA). Namun KY
justru menggandeng psikolog untuk membangun hatinurani para hakim
agar putusan yang dihasilkan bijak. Selain itu tertanam mental hakim
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turan baruini
dituangkan
dalam Rancangan

Undang-Undang Jabatan
Hakim (RUU JH) yang saat
inisedang dalam proses
penyusunan Daftar
Inventarisasi Masalah
(DIM) di pemerintah.

Apabila Undang-Undang
Jabatan Hakim inilahir,
nantinya hakim tidak
sepenuhnya ‘monopoli’
MA. Hakim, selaku
pejabat negara, bekerja
untuk publik karena
profesinya diatur oleh
negara, bukan lagi melalui
Peraturan MA.

Proses transformasi dari
one roof system menjadi

EDISI
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Farid Wajdi.

shared responsibility
fokusnya pada status
jabatan hakim, rekrutmen
hakim, promosi-mutasi
hakim, penilaian profesi
hakim, dan pengawasan
kekuasaan kehakiman
dengan melibatkan

KY. Soal status jabatan
hakim, berimbas pada
kemampuan negara
dalam memenuhi hak-hak
hakim sebagai pejabat
negara.

KY menawarkan konsep
shared responsibility,
dimanaada pembagian
tanggungjawab bersama
pada beberapalembaga
dan lebih menekankan
padamanajemen
pengelolaan hakim.

Urgensiketerlibatan KY
dalam RUU JH adalah
mendorong akuntabilitas
dalam pengelolaan
manajemen hakim yang
perlu perbaikan.

Terkait isu satu atap,
adaperbedaancara
pandang KY dan MA.
Dengansatu atap ada
beberapa persoalan
yang terjadi, seperti
kekhawatiran adanya
monopolikekuasaan
dan penyalahgunaan
kekuasaankarena
rendahnya kontrol.

RUU ini berawal dari
Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 94 Tahun
2012 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas
Hakim yang dalam
praktiknya dinilai masih
belum diterapkan
dengan benar, artinya

llustr,

respo

masih banyak hakim
yang belum menerima
tunjangan dan fasilitas
yang diatur dalam PP.
Namun, kesejahteraan
hakim bukanlah hal
yang menjadi fokus
utama dalam RUU ini,
melainkan adanya usaha
danandil para hakim
dalam memperbaiki
citra peradilan dimata
masyarakat.

Perlu diketahui, sistem
penyatuan satu atap
resmiberlaku sejak
2004 pascaterbitnya
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan
Kehakiman sebagai
amanat Undang-Undang
Nomor 35 Tahun

1999 terus-menerus
menyisakan “pekerjaan
rumah”bagilembaga
peradilan.

www.komisiyudisial.go.id



“Komisi Yudisial (KY) menawarkan prinsip penting dalam
pengelolaan manajemen jabatan hakim, yakni konsep
shared responsibility system atau pembagian peran dan
tanggung jawab. Konsep ini bakal mengubah sistem satu

atap (oneroofsystem) yang selama diterapkan dilembaga
peradilan tertinggidi negeriini, Mahkamah Agung (MA)."
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Adanya program
reformasi peradilan yang
sudah digaungkan sejak
2003 belum sepenuhnya
bisa mengatasi
“pekerjaanrumah”
lembaga peradilan,
sepertimaraknya mafia
peradilan, kasus suap,
pengaturan perkara
antara oknum pengadilan
dengan pencarikeadilan,
nepotisme dalam hal
rekrutmen hakim,
pertimbangan aneh,
koneksi pejabat, dan lain
sebagainya.

Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan
Layanan Informasi

KY Farid Wajdi
menjelaskan, RUU JH
inidiharapkan dapat
menjadi solusi tehadap
persoalan-persoalan
yang selamaini terjadi

dalam lembaga peradilan.

www.komisiyudisial.go.id

Makanya, konsep
sharedresponsibility
systeminidiharapkan
bisamengubah arah
manajemen hakimyang
lebih profesional dan
berintegritas.

Dia mencontohkan
konsep shared
responsibility systemini
diadopsidariPerancis,
Jerman, dan Belanda.
Disana MA hanya
melaksanakan fungsi
pembinaan teknis
penanganan perkara.
Misalnya, di Jerman
menganut sistem tiga
atap dimana MA, KY,
Pemerintah Jerman
berbagiperan.

KY bertugas
melaksanakan
manajemen rekrutmen,
promosi-mutasi, dan
pengawasan. Sedangkan,

Departemen Kehakiman
sebagaipelaksana
rekrutmen hakim dan
MA melaksanakan fungsi
penanganan perkara.
Artinya, penguatan fungsi
kontrol (pengawasan)
MA danKY diarahkan
padakejelasanranah
pengawasan, penguatan
prinsip akuntabilitas,
dan sifat eksekutorial
pengawasanyang
mengikat.

Misalnya, dalam draf
RUU JHini, DPR kembali
memasukkan MA dan

KY sebagaipelaksana
rekrutmen calon hakim.
Padahal sesuai Putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) tahun 2015, KY tidak
berwenang melakukan
rekrutmen calon hakim.
Namun, KY mengusulkan
agar rekrutmen hakim
melalui Panitia Seleksi

MARET 2017

dariunsur MA,KY, dan
Pemerintah.

Untuk diketahui, dalam
RUU JH inisiatif DPR
terdapat konsep shared
responsibility system.
Draf awal RUU JH saat
masuk di Badan Keahlian
Dewan (BKD) darisisi
format, redaksional,
sistem sebagian besar
masih mempertahankan
status guo MA. Artinya,
hal yang berkaitan
dengan peran strategis
lembaga lain dan publik
dihilangkan. Namun,
kini draf terakhir RUU JH
berada diKomisilllDPR
yang telah mengadopsi
sekitar 60% konsep
usulankajian KY ini.

Farid mengatakan, proses
pembahasan RUU JH
yang lancar inimerupakan
buktikeseriusan negara
untuk memberikan
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perhatian pada profesi
hakim. Mendukung RUU
JHberartimembuka lebar
pintu keadilan kepada
publik melaluihakim
yang bersih dan memiliki
kemampuan terpuji.

Pada November 2016,
RUU JH telah resmi
menjadiinisiatif DPR
yang sudah memasuki
masa pembahasandi
Komisilll, kemudian
menjadiagenda dalam
Program Legislasi
Nasional (Proglegnas)
Tahun 2015s.d. 2019.

Meskipun pengesahan
RUU JH mengalami
kemunduran dari waktu
yang direncanakan,
harapan RUU tersebut
menjadiundang-undang
yangideal dan
komprehensif tidak
pernah memudar.

Salah satu pihak yang
berharap sangat besar

n Konmisi YupisiAL
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“Meskipun pengesahan RUU JH mengalami
kemunduran dari waktuyang direncanakan, &{
harapan RUU tersebut menjadi undang-undang

. L

3

-

yang ideal dan komprehensif tidak pernah :

memudar”

terhadap RUU JH adalah
KY, karena RUU ini
diyakini dapat membawa
perubahan signifikan
dalam pengelolaan hakim
sebagai sebuah tuntutan
maupun konsekuensi
status hakim sebagai
pejabat negara.

KY berulangkali
menegaskan bahwa
RUU initidak sekadar
membahas tafsiran
keuangan dan fasilitas
bagi hakim sebagai
pejabat negara. Namun,
adanyasemangat
perubahan dalam RUU
JH, diharapkan KY akan
membawa dampak
dan perubahan besar
bagidunia peradilandi
Indonesia.

Sebagailembaga
pengawas perilaku
hakim, KY memerlukan
dukungan publik untuk
menjalankan wewenang
dantugas dalam

mewujudkan dunia
peradilan yang bersih,
akuntabel, dan dipercaya
oleh publik.

Menurutnya, banyaknya
kasus yang terpublikasi
media pada 2016 ini,
salah satu faktornya
adalah adanyamonopoli
kekuasaan pada konsep
oneroof system,
sehingga menumpuknya
pengelolaan hakim dan
peradilan yangberada
pada satu entitas. Hal itu
berpotensiterjadinya
pelanggaran etika.

Merujuk pada data
laporan pengaduan
masyarakat terkait
dugaan pelanggaran kode
etik hakim, sepanjang
Januarihingga Desember
2016 ada sebanyak 1.682
laporandan 1.899 surat
tembusan yang masuk
ke lembaga pengawas
hakim. Data pengaduan
2016 jika disandingkan
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dengan tahun 2015
mengalamipeningkatan
jumlah cukup signifikan.

Berdasarkan data, jumlah
pengaduan pada 2015
sebanyak 1.491laporan,
pada 2014 sebanyak
1.693 laporan, jumlah
terbanyak pada 2013
sebanyak 2.046 laporan.
Jika menilik darilaporan
tiga tahun terakhir, pada
2015 jumlah laporan
pengaduan sudah
mengalamipenurunan
jika dibandingkan 2014
dan 2016. Terlepas
dariitu, daritiga tahun
terakhir, masih banyak
hakim disejumlah daerah

www.komisiyudisial.go.id



yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik.

Terkait sanksiyang
dijatuhkanKY selama
2016, sanksiringan
mendominasi. Sepanjang
periode Januari sampai
Desember 2016, KY
telah mengeluarkan usul
penjatuhan sanksike
MA sebanyak 87 hakim.
Rinciannya, sebanyak 53
hakim terlapor dijatuhi
sanksiringan, yakni 9
hakim mendapat sanksi
teguran lisan; 27 hakim

mendapat teguran tertulis;

dan17 hakim mendapat
pernyataan tidak puas
secara tertulis.

www.komisiyudisial.go.id
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Sementara, 18 hakim
memperoleh rekomendasi
sanksisedang, yakni
hakim non palu paling
lama tiga bulan sebanyak
3hakim, hakimnon

palu palinglamaenam
bulan sebanyak Thakim,
penundaan gaji berkala
paling lama satu tahun
sebanyak 9 hakim, dan
penurunan gaji sebesar
satu kali kenaikan gaji
berkala selama satu tahun
Thakim.

Sementara, untuk
rekomendasi sanksi berat
dijatuhkankepada12
hakim terlapor. Dengan
perincian, penundaan
kenaikan pangkat satu
tahun sebanyak 5 hakim,
hakim non palu lebih
darienambulandan
paling lama dua tahun

A.GUNG

s

sebanyak 2 hakim, dan
pemberhentian tetap tidak
dengan hormat sebanyak
5 hakim.

“Jika share responsibility
inibisa berjalan, maka
suatu perkara yang sangat
diharapkan publik untuk
melahirkan keadilan dapat
terwujud tanpa khawatir
berbenturandengan
independensi.

Permasalahan yangutama
sekarang adalah bukan
masalah independensi
semata, tetapibagaimana
caramengembalikan
kepercayaan publik
terhadap instansi
pengadilan,” terangnya.

Senada diungkapkan
KetuaKY Aidul Fitriciada
Azhari.Menurutnya, KY

I ". Gedung MA di Jakarta.
- ."i-

MARET 2017
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menawarkan sistem share
responsibility dengan
MA untuk menghindari
oligarkikekuasaan yang
dapat menyebabkan
terjadinya judicial
corruption. Sepertikasus
yang terjadibaru-baru
inimenunjukkan kurang
efisiennya one roof
system.

Dia menekankan bahwa
dengan proses seperti

itu, KY tidak sedang
berusaha mengambil

alih ataumemengaruhi
kemandirian hakim. “Tidak
sama sekali. Tapi memberi
kepastian hukum kepada
masyarakat,” katanya.

Saat ditanya, apakah hal
demikian merupakan
bentuk optimalisasi atau
semata keinginanKY

Komist YupIsiaL
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menambah kewenangan,
Aidul menegaskan bahwa
itu merupakan murni

optimalisasi. Menurutnya,

kehadiranlembaga
sepertiKY dinegara
manapun pada dasarnya
untuk menyeimbangkan
antarakemandiriandan
akuntabilitas peradilan.

“Kita tidak menghendaki
independensi hakim
atau kehakiman menjadi
kedap keadilan. Bukan
menjadi bunker. Tapi
kita menghendakiagar
indepedensihakimitu
bukan keistimewaan
hakim.Bukan hak
prerogatif hakimjuga,”
sambungnya.

Dengan bentuk shared
responsibility, dia

berharap dalam proses
peradilan yang mandiri

terkandung responsibility
dan akuntabilitas.
Sehingga, dengan
kemandirian hakim bisa
memutuskan secara
imparsial.

“Disitulah posisiKY.
Jadisama sekali tidak
adapenambahan
kewenangan. Kalau
perubahan kewenangan
berdasar UU, iya. Tapi
kalau berdasar UUD,
tidak. Jadilebih pada
optimalisasi,” tambahnya.

Wakil Ketua KY Sukma
Violetta juga mengkritik
oneroof system dengan
menyatakan bahwa belum
transparannya sistem
rotasi dan mutasi hakim.
Ada kecenderungan
hakim yang baik dan
vokal akan dimutasi ke
daerah timur atau daerah
tertinggal, dan promosi

Kamiberharap
proses RUU inibisa
bergulir dan mendapat
pengawalan dari
masyarakat, ada banyak
pasal yang harus
dikritisi

tergantung kedekatan
atau berputar di tempat
yang sama sepertiobat
nyamuk.

Menurutnya, one roof
system lahir darieuforia
reformasi, padahal di
negara laintidak ada
sistem sepertiitu. Ada
pembagian tanggung
jawab antaraKY dan

MA, sehingga bisa
meminimalisir perilaku
korupsididunia peradilan.

KY mengingatkan agar
semua pihak menyorot
proses inihingga kelak
disahkan. Sukma
menyebut hal pertama
yangdisorot KY adalah
soal status hakim. Dalam
RUU JH, DPR hendak
mengubah status semua
hakimdinegeriini
menjadi pejabat negara.
Selamaini, menurut
Sukma, hakim yang
menyandang status
sebagaipejabat negara
hanyalah yang setingkat
dengan pimpinanlembaga
negara, sepertihakim
agung.

“Halinijuga yang menjadi
pembahasan Kementerian
Keuangan. Karenajika

itu terjadi maka akan
berdampak pada biaya
fasilitas yang akan
dikeluarkan negara,” ujar
Sukma.

Ada sebanyak 8.000
lebih hakim diIndonesia
termasuk hakim ad

hoc dan hubungan
industrial. Jikamereka
yang sebelumnya
berstatus Pegawai Negeri
Sipil (PNS) tiba-tiba
menjadi pejabat negara,
dikhawatirkan anggaran
negaraakan bengkak.
Sukma menyebutkan
ada konsekuensifasilitas
terhadap hakim pejabat
negara, diantaranya
remunerasi gaji, fasilitas
kesehatan, dan layanan
protokoler.

Pasallainyangdisorot
dalam RUU yang keluar
atasinisiatif DPRini
adalah soalrekrutmen.
Selamainisistem
pengelolaan hakim di
Indonesia hanya satu
atap dibawah MA, dalam
RUU JH, sistem akan
berubah menjadishared
responsibility atau
pembagian tanggung
jawab.

Dalam RUU itu, rekrutmen
hakim akan dilaksanakan
bersamaMA danKY.
NamunKY justru
mengusulkan mekanisme
perekrutan dilakukan
melalui panitia seleksi
(pansel). Yangjuga
menjadisorotan krusial
adalah soal kewenangan
pengawasan hakim.
Sukma menyebut saat ini
pengawasan dalam sistem
satu atap dilakukan oleh
MA.

“Kamimeminta penilaian
kinerja diubah menjadi

JANUARI
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"Kamimeminta penilaian kinerja diubah

menjadiprofesionalisme. Di dalamnya ada

cek integritas, tidak melanggar kode etik, tidak

menerima suap, dan tidak selingkuh”

profesionalisme.
Didalamnyaada
cekintegritas, tidak
melanggar kode etik, tidak
menerima suap, dan tidak
selingkuh,” katanya.

Pengawasan hakimdalam
RUU JH meliputi teknis
yudisial, kinerjadan
perilaku. Pembagiannya
adalah kinerja diawasi
oleh MA dan perilaku

oleh KY. DalamhaliniKY
mengusulkan mekanisme
pengawasan sepenuhnya
dilakukan oleh KY.

“Kamiberharap proses
RUU ini bisa bergulir dan
mendapat pengawalan
darimasyarakat, ada
banyak pasal yang harus
dikritisi,” kata Sukma.

MA Nilai Sistem
Share Responsibility
Kembali ke Masa Lalu

MA secarategas
menolak konsep shared
responsibility system
beberapaorgannegara

® www.komisiyudisial.go.id
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M

yang terkandung dalam
RUU JH. Menurutnya,
penerapan konsep

ini disinyalir bakal
kembalimengancam
independensilembaga
peradilan, yang pernah
terjadisebelum 2004
ketika pengelolaan
lembaga peradilan masih

menerapkan sistem dua
atap, yaknidibawah MA
dan departemen terkait.

Juru Bicara MA Suhadi
mengatakan, jika sistem
penyatuan atap inidiubah
menjadi sistem dua

atau tiga atap (shared
responsibility system)

MARET 2017
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akan menimbulkan reaksi
penolakan darikalangan
hakim. Menurutnya, jika
dalam RUU JH kembali
memberikan peran
dominan ke KY, maka
sama saja akan kembali ke
zaman sebelumnya.

Dia menyakini,
hakim-hakim dibawah
naungan MA diyakini tidak
akan terima dan menolak
aturan baru tersebut.
Apalagi, perjuangan MA
untuk menjadikan one roof
system sangat panjang.
Karenaitu, MA tetap
berpandanganbahwa
satu atap merupakan
harga matiyang tidak bisa
ditawar-tawar lagi.

“Kalauinimau diambil
lagi oleh KY, bagaimana

Sukma Violetta
Wakil KetuaKY.

EDISI
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"Pengurangan usia pensiun hakim di
berbagaitingkatan ini akan berdampak
semakin berkurangnyatenaga hakim,
hakim tinggi, dan hakim agung. Kalau
inidisahkan menghambat regenerasi
hakim karena separuh hakim agung
yang ada sekarang 'habis’ termasuk
hakim tinggi”

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

ceritanya. Makanyaada
hakim bilang, ‘langkahin
dulu mayat para hakim’
karenainiperjuangannya
cukup panjang.
Komisioner KY per lima
tahun ganti, bisa lain lagi
kebijakannya? Sistem satu
atap sudah harga mati,”
tegasnya.

Dia mengingatkan sejak
terbentuknya lkatan
Hakim Indonesia (IKAHI)
pada 20 Maret 1956,
sistem penyatuan ke
dalam satu atap sudah
diperjuangkan demi
terciptanyaindependensi
hakim. Sebab, pengelolaan
lingkungan peradilandi
bawah MA terkait teknis
peradilan dan beberapa
departemen terkait
menciptakan kekacauan
sistem pengelolaan
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lembaga peradilan.
Sepertisistem
administrasi, keuangan,
pengawasan, pembinaan,
penataan organisasi
peradilan dibawah
departemen terkait
menjadi tidak teratur.
Akibatnya, pembenahan/
pengembangan sistem
sarana-prasanadan

SDMdi setiap lingkungan
peradilan tidak mengalami
kemajuan.

Akhirnya, perjuangan
IKAHIini membuahkan
hasil seiring terbitnya
TAP MPR Nomor X Tahun
1998 tentang Pembagian
Penyelenggaraan

Negara Antara Lembaga
Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif. “Pembagian
kekuasaaninibisasecara

murniantaralembaga
eksekutif, legislatif, dan
yudikatif,” ujar priayang
juga menjabat Ketua | PP
IKAHIini.

Suhadijuga
mempertanyakan
munculnya usia pensiun
hakim, hakim tinggi,
hakimagung, dan
periodisasilima tahun
masa jabatan hakim
agung. Sepertidiatur
Pasal 5Tayat (2) dan Pasal
31RUU JH. Pihaknya
keberatan terhadap dua
aturanituyangbisa
mengganggu pelaksanaan
tugas peradilandan
berdampak kekurangan
hakim semua tingkatan.
“Ada keresahan dari
kalangan hakim dengan
adanya pengurangan

umur pensiun hakim.
Dengan ada pengurangan
masa pensiun lima tahun,
sangat meresahkan
hakim,” ujar Suhadi.

Menurutnya, saat

IKAHI dan MA memberi
masukandraf RUU

JH diBaleg, tidak ada
pembahasan mengenai
usia pensiun hakim

dan kocok ulang setiap
lima tahun bagi hakim
agung. Pasal 3TRUU JH
menyebutkan hakim
agung memegang jabatan
selama limatahun
dandapat ditetapkan
kembalisetiap lima

tahun berikutnya setelah
melalui evaluasiyang
dilakukan Komisi Yudisial.
Nantinya, hasil evaluasi
KY disampaikan kepada

www.komisiyudisial.go.id



DPR untuk mendapatkan
persetujuan.

Selainitu, Pasal 51ayat
(2) RUU JH menyebutkan
pemberhentian hakim
secarahormatatau
pensiun ketika memasuki
usia 60 tahun. Sementara
untuk hakim tinggi
memasukiusia 63

tahun dan hakim agung
memasukiusia 65 tahun.
“Tetapi, tiba-tiba RUU JH
inimuncul pengurangan
usia pensiun hakimdan
kocok ulang hakimagung
ini. Ini timbul gejolak dan
keresahandikalangan
para hakimdan para
hakim agung,” lanjutnya.

Menurutnya,
pengurangan usia
pensiun hakim di

Suhadi

JuruBicaraMA.

berbagai tingkatan ini
akan berdampak semakin
berkurangnya tenaga
hakim, hakim tinggi, dan
hakimagung. “Kalau ini
disahkan menghambat
regenerasihakim karena
separuh hakim agung
yang ada sekarang ‘habis’
termasuk hakim tinggi.
Apalagi, hakim tingkat
pertama yang sudah
enam tahuninitidak ada
rekrutmen,” keluhnya.

Ketua Baleg DPR
Supratman Andi
berharap agar MA dapat
bersikap tegas dalam
menentukan aspirasi
diRUU JH. Mengingat,
selamaini hakim karier
tidak bersedia disamakan
kedudukannyadengan
hakim ad hoc. Selainiitu,

hakimjuga tidak mau
mengakuiKY sebagai
bagian darikekuasaan
kehakiman. “Sikap MA
harus tegas untuk kedua
isu tersebut,” ujar Andi

Kinerja Kekuasaan
Kehakimandan
ParaHakimPerlu
PengawasanEkstra

Publik menyoroti

RUU JH, setidaknya,
adaempat poinyang
menjadi perhatian, yakni
sistemrekrutmen, usia
pensiun, karier hakim,
dan perlakuan hakim ad
hoc. Dirjen Peraturan
Perundang-undangan
Kemenkumham Widodo
Ekatjahjana mengatakan,
peranKY dalam sistem
rekrutmen masih belum
optimal. Sebagian besar
menyatakan ingin peran
KY lebih diefektifkan.

LAPORAN

UTAMA

“Lalu terkait usia pensiun
hakim, untuk hakim
Pengadilan Negeri
dibatasi 60 tahun,
Pengadilan Tinggi

63 tahun, danuntuk
hakim Agung 65 tahun,”
terang Widodo melalui
keterangan tertulis, Senin
13 Februari 2017.

Widodo menjelaskan,
alasan pembatasan
usiahakim karena
regenerasi. Selainitu, usia
pensiun saatinidinilai
tidak menghasilkan
produktivitas dan kualitas
putusan-putusan.
“Bahkan
kecenderungannyajuga
belum nampak wibawa
hakim-hakim senior
untuk merevolusikultur
hukum, mentalitas, dan
cara berpikir hakim agar
meninggalkan budaya
korup,” ujar Widodo.

Publik menyoroti
RUU JH, setidaknya,
ada empat poin yang

menjadi perhatian, yakni

sistem rekrutmen, usia
pensiun, karier hakim,
dan perlakuan hakim
ad hoc
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Poin ketigaialah

karier hakim. Widodo
menyampaikan, birokrasi
dalam sistem karier tidak
boleh menyebabkan
hakim-hakim kehilangan
independensinyakarena
takut dengan atasan atau
pimpinan. Poin terakhir
ialah perlakuan hakim
ad hoc. Diamenuturkan,
hakimad hoc terutama
hakim-hakim tipikor
diperlakukan sangat
diskriminatif dan
menurunkan wibawa
hakim.

“Aspirasi publikini
menjadi masukan

bagi pemerintah agar
sungguh-sungguh
diperjuangkan dalam RUU

i EDISI
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Tema :

ingkatan Kualitas Peradilan
flelalui Profesionalitas Hakim”

Penyelenggara : POKSI lll FPG DPR - RI

Hari Rabu, 30 November 2016 Pukul 10.00 s/d selesai
Tempat Ruang KK-1 Gedung Nusantara DPR RI

JHyangdibahas dengan
Komisilll,” ujar dia.

Saatini,antara
pemerintah dan DPR
masih melakukan
koordinasiuntuk
membahas RUU JH.

Dia mempercayai

RUU tersebut akan
mereformasisistem
pengadilan yang lebih
baik. “Kamiakan terus
membahas ini nanti
dengan DPR dalamrangka
reformasi, penguatan
sistem pengadilan, peran
hakim, baik hakim PN,
hakim tinggi maupun
hakim MA, kita akan kaji
lebih dalam lagi untuk
peningkatan kualitas
pengadilan,” tuturnya.
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Pakar Hukum Universitas
Islam Indonesia (Ull)

Prof. Mahfud MD
mengatakan, kinerja
kekuasaan kehakiman
dan para hakim perlu
diawasikarena filosofi
kelembaganegaraan yang
dianut adalah checks and
balances.

“Sesudah menyatakan
hakim harus
dimerdekakan dalam
artiindependensidan
imparsialitas, hakim perlu
diawasi. Karenasecara
ketatanegaraan, kita
memerlukan kekuasaan
yang terbangundalam
checks and balances,”
ujar Guru Besar Fakultas
Hukum Ullini.
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Seminar Fraksi Partai Golongan Karya
(Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat RI
tentang RUU JH.

:‘

Lebih lanjut, Mahfud
mengatakan, untuk
penguatan kelembagaan,
KY harus optimis dengan
penguatan hakim.
Menghidupkan lembaga
KY lebih kuat dengan
caramenjaminjabatan
hakim itu sebagaijabatan
terhormat, sebagai
pejabat negara melalui
penguatan RUU ini.

Terkait RUU JH, Mahfud
menganggap RUU
inikurang memadai.
Penjelasan filosofis,
sosiologis, dan yuridisnya
belum menggambarkan
apadanbagaimana
sosok RUU ini. Mahfud
mengatakan, tugas
RUUinidalamrangka

www.komisiyudisial.go.id
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“Orang baik dan kapabel dikerdilkan, serta yang kritis

disingkirkan. Akibatnya, banyak kasus penempatan dan

penugasan hakim tidak tepat, baik di tingkat pengadilan

negerihingga pengadilan tinggi,”

membangun hakim-hakim
yang bermartabat
sehingga tercipta
peradilan yangbersih.
“Marijagalndonesiaini
dengan hakim-hakim
yang bermartabat,” harap
mantan Ketua MKiini.

DPR DukungPeran
KY Lebih Diefektifkan
dalam Pengawasan
Hakim

Sejumlahanggota
KomisillIDPR, seperti
Aziz Syamsuddin
(Golkar), Bambang
Soesatyo (Golkar), Henry
Yosodiningrat (PDIP),

dan Nasir Djamil (PKS)
jugamendukung RUU
JHyangsaatinidalam
proses penyusunan Daftar
Inventarisasi Masalah
(DIM) di pemerintah.
Mereka mendukung peran
KY lebih diefektifkan
dalam pengawasan hakim.

Aziz Syamsuddin
mengatakan, RUU JH
masih dalam bentuk
rancanganyang masih
banyak perubahan.

www.komisiyudisial.go.id

DPR mengapresiasi
kegiatan yangdilakukan
KYinidalamrangka
menerima masukan dari
para akademisiuntuk
meningkatkan harkat dan
martabat hakim.

Aziz berpendapat,
RUUinitidak hanya
sebatas mengatur
hakim semata, tetapi
juga mengatur seluruh
aspek peradilan. RUU ini
didorong dandirasa perlu
untuk mengatur pola
manajemen kekuasaan
kehakiman. “Bagaimana
seluruh perangkat
hakimitu diramu dan
dibahas untuk menjadi
komprehensif,” pungkas
Anggota DPR Fraksi
Golkar ini.

Ketua KomisilllDPR
Bambang Soesatyo
menambahkan, sistem
atau mekanisme promosi,

mutasi, pembinaan hakim,

dan pengawasan hakim

harus diperbaiki. Melalui
RUU JH tersebut, sistem
dan mekanisme promosi
akan lebih transparan.

Sebab, praktik promosi,
mutasi, dan pengawasan
ditubuh MA selamaini
sarat nuansa kolusidan
nepotisme.

“Orang baik dan kapabel
dikerdilkan, sertayang
kritis disingkirkan.
Akibatnya, banyak

kasus penempatandan
penugasan hakim tidak
tepat, baik ditingkat
pengadilan negerihingga
pengadilan tinggi,” ungkap
dia.

Olehkarenanya, kata

dia, salah kelola di

MA iniharus segera
diperbaiki. Presiden
diharapkan segera
memerintahkan Sekretaris
MA menyusun program
pembenahan yang harus
dikonsultasikan dengan
Ketua MA.

Diketahui, DPR
memutuskan RUU JH
masuk dalam Prolegnas
2015-2016. Tujuannya
agar peraturaninidapat
menjagaindependensi,
meningkatkan

MARET 2017

profesionalisme dan
kehormatan hakim.

Sementaraitu,

Henry Yosodiningrat
menyatakan, bahwa KY
seharusnya berwenang
tidak hanya mengawasi
etika dan perilaku hakim,
tetapijuga mengawasi
teknis yudisial. “Ada
banyak putusan hakim
yang tidak sesuaidengan
hatinurani, KY harusnya
bisa berperan untuk
mengantisipasinya,” ujar
Henry.

Anggota KomisilllDPR
Nasir Djamil berpendapat,
untuk mengoptimalkan
wewenang KY perlu
dibangun komunikasi
dengan DPR sehingga
hubungan kedualembaga
terjalin harmonis.
“Komunikasi tidak
hanyadalam rekrutmen
hakim agung saja,
melainkan dalam konteks
seluruh wewenang

KY baik peningkatan
kesejahteraan atau
penguatan peranKY yang
lain,” ujar Nasir.[W
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PERSPEKTIF

MENGGAGAS HUKUM

POST-REPRESIF

(Suatu Alternatif
Penegakan Hukum)

Kurniawan Desiarto?!

Pendahuluan

erakhir adalah
terungkapnyakasus korupsi
diMahkamah Konstitusi

yang melibatkan salah seorang
hakim konstitusi. Banyaknya
pemberitaan media massa tentang
korupsi ternyata tidak berbanding
lurus dengan berkurang ataupun
berhentinya tindak pidana korupsi
dinegeriini. Seakan korupsi
merupakan kutuk yang tak dapat
sirna dariperjalanan hidup bangsa.

Harus diterima secarajujur bahwa
korupsi sudah merupakan bagian
daribudaya yang hidup pada
bangsaini, cepat atau lambat akan
menghancurkan bangsaitu sendiri.
Budaya korupsiini telah menjadi
penyebab kemundurandan
keterbelakangan masyarakatnya.
Dan tidak akan pernah maju suatu
negara selama penyakit korupsi

1 PNS pada Komisi Yudisial RI. Tulisanini
pendapat pribadi.

EDISI
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Pemberitaan terhadap korupsi di media
massa baik cetak maupun elektronik
senantiasa dapat dinikmati tiap hari.

Mulai dariindikasi sampaipadajatuhnya
vonis terhadap koruptor.
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terus dipelihara. Sulitnya
memberantas korupsiini
karena para pemegang
tampuk kekuasaan

telah menyalahgunakan
kekuasaannya untuk
kepentingan pribadi.

Padahal, menurut
sejarawan yangjuga
moralis kondang, John
Emerich Edward Dalberg
Acton (1834-1902), yang
lebih dikenal sebagai
Lord Acton, menyatakan
pendapatinidalam
sebuah surat kepada
Uskup Mandell Creighton

perundang-undangan
yang ada sejak Indonesia
merdeka, memang
adakeinginan bahwa
pemerintahingin
membebaskan negara
ini dari penyakit korupsi.
Paling tidak yang dicatat
oleh penulis peraturan
tersebut antara lain,
Peraturan Penguasa
Militer Nomor Prp/
PM/06/1957 dan Nomor
Prp/PM/03/1957,
Peraturan Pemberantasan
KorupsiPenguasa
Perang Pusat Nomor
Prp/Peperpu/013/1958,

Pemberantasan
Korupsidan Keppres
Nomor 11 Tahun 2005
tentang Tim Koordinasi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Timtas
Korupsi) hingga
Keputusan Presiden
Nomor 37 Tahun 2009
tentang Satuan Tugas
Pemberantasan Mafia
Hukum.

Keberhasilan suatu
pemberantasan korupsi
bukan terletak dari
banyaknya peraturan
perundangandan

Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan

terletak dari banyaknya peraturan perundangan

danjumlah para koruptor yang menjadi terpidana,

melainkan tidak adanya atau paling tidak minimnya

penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan

diberbagai sektor kehidupan.

pada tahun1887: “Power
tends to corrupt, and
absolute power corrupts
absolutely. Great men are
almost always bad men”
(Kekuatan cenderung
korup, dan kekuasaan
mutlak korup secara
mutlak orang-orang hebat
hampir selalu orang-orang
jahat).

Jikamelihat dari
segiperaturan

www.komisiyudisial.go.id

Undang-Undang
Nomor 24 (PRP) Tahun
1960, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971,
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor
31Tahun 2001dan
Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Inpres
Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan

jumlah para koruptor
yang menjadi terpidana,
melainkan tidak
adanya—atau paling
tidak minimnya—
penyalahgunaan
wewenang atau
penyimpangan diberbagai
sektor kehidupan.
Maraknya korupsiyang
terjadi, pastinyaada
yang kurang tepat—
ketimbang menyebut
salah—darihukum yang

MARET 2017
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ada. Disinilah diperlukan
adanyaalternatif dalam—
penegakan—hukum.

(Korupsi) Penyakit
Lama dalam Kemasan
Baru

Sejarah korupsibermula
sejak awal kehidupan
manusia bermasyarakat,
yaknipada tahap

tatkala organisasi
kemasyarakatan yang
rumit mulai muncul.
Manusiadirepotkan oleh
gejala korupsi paling tidak
selama beberaparibu
tahun, sebagaimanayang
disebut oleh Syed Hussain
Alatas.

Adapun ciri-cirikorupsi
menurut Syed Hussain
Alatas yakni: (1) suatu
pengkhianatan terhadap
kepercayaan; (2)

penipuan terhadap badan
pemerintah, lembaga
swasta atau masyarakat
umumnya; (3) sengaja
melalaikan kepentingan
umum untuk kepentingan
khusus; (4) melakukan
perbuatan denganrahasia,
kecualidalam kondisi
mereka yang berkuasa
atau bawahannya
menganggapnya tidak
perlu; (5) melibatkan lebih
darisatuorangatau pihak;
(6) adanya kewajiban dan
keuntungan bersama,
dalam bentuk uang atau
yang lain; (7) terpusatnya
perbuatan—korupsi—pada
mereka yang menghendaki
keputusanyang pasti

EDISI
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PERSPEKTIF

dan mereka yang dapat
memengaruhinya; (8)
terjadiusaha untuk
menutupi perbuatan korup
dalam bentuk-bentuk
pengesahan hokum;dan
(9) menunjukkan fungsi
ganda yang kontradiktif
padamerekayang
melakukan korupsi.

Saatini perkembangan
korupsi telah memasuki
semua lini kehidupan
sepertiekonomi, politik,
kebudayan, danjuga

telah tergerak untuk
melakukan gerakan untuk
melakukan percepatan
pemberantasan korupsi.
Jelangdua dasawarsa
erareformasi, korupsi
bukannya berkurang
malah makin menjadi.
Masyarakat telah sadar
bahwa bangsaini maju
jika korupsidinegeriini
dapat diberantas. Negara
dalam halini pemerintah
perlumencariformat baru
dalam pembaruan hukum
pemberantasan korupsi.

Sadar atautidak sadar, perlahan dan pasti
uang ternyata merupakan kekuatan maha
dahsyat, bahkan mungkin sudah sejajar dan
menggantikan Tuhan (hus sembarangan,
dituduh atheis atau PKI baru tahu nanti).

pendidikan. Halini terjadi
karenadengan meminjam
analisa Jeremy Pope
bahwa korupsiadalah
sebuahrelasikuasa

yang terlanjur lupa pada
pertahanan jarak. Di
Indonesia sendiri, korupsi
sudah menjadibagian
kebudayaan bangsa

kita sebagaimanayang
dikemukakan oleh Mochtar
Lubis pada tahun 1970an.

Maraknya kasus korupsi
seakan negara nyaris

tak berdaya dan hukum
menjadilumpuh. Padahal
banyak masyarakat
merasa prihatindan

EDISI
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(Perkembangan)
Negara (dan Aliran)
Hukum

Secara singkat sebelum
lahirnya negara, diawali
oleh perkumpulan-
perkumpulanyang pada
akhirnya dapat membuka
jalan menuju suku-suku,
desa-desa, kota, kerajaan,
hingga negara. Istilah
Negara berasal dari
kata-kata asing, “Staat”
(Belanda dan Jerman),
“State” (Inggris), “Etat”
(Perancis). Istilah “Staat”
pertama kali digunakan
padaabad XV diEropa
Barat.

Seiring waktu muncul
konsep negara hukum
(rechstaat) diEropa
Kontinetal. Sementara
dilnggris berkembang
konsep Rule of Law.
Rujukan Rule of Law
yang sampai saat ini
dipakai dapat dilacak
darikaryapopuler AV.
Dicey dalam “Law and
the Constitution”. Dicey
menyebutkan unsur-unsur
pokok mengenai Rule of
Law yaitu: First,noone
1s punishable except for
adistinct breach of law
and, therefore, therule
of law is not consistent
with arbitrary or even
wide discretionary
authority on the part of
the government; Second,
the rule of law means total
subjection of all classes
to the law of the land, as
administered by the law
courts; Third, individual
rights derive from court
precedent rather than from
constitutional codes”.

Menurut Soetandyo
Wignjosoebroto, dalam
Hukum: Paradigma,
Metode dan Dinamika
Masalahnya, (organisasi)
negaradengan pola-pola
kehidupan yangsecara
formal distrukturkan oleh
seperangkat kaidah khusus
(disebut hukumnegara),
berupa seperangkat
hukum tertulis yang
disistemastisasikan dan
dirasionalisasikan secara
formal, dan ditegakkan
oleh suatu aparat birokratis
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yangdiberikewenangan
memaksa. Sehingga
nampak sekalihukum
diformalkandengan
pakem yang prosedural,
yang dikenal sebagai
positivisme hukum.

Lebih lanjut

ditegaskan kembali

oleh Wignjosoebroto,
(aliran) positivisme
danpengaruhnya

dalam kehidupan
bernegara—untuk

segera mengupayakan
positivisasinorma-norma
keadilan (ialah hukum
yang dikonsepkan sebagai
jus) agar menjadinorma
perundang-undangan
(ialah hukumyang
dikonsepsikan sebagai
lege)—sesungguhnya
sangat fungsional untuk
mempercepat terwujudnya
negarabangsayang
diidealkan punya struktur
yang terintegrasi dengan
kukuh secara sentraldan
berotoritas sentral yang tak
pula banyak bisa dicabar.

Positivisme hukum
muncul sebagai tanggapan
atas fenomenayangada
saatitu (sangat empirical).
Pemunculannya,
akhirnyajugamenggeser
aliran sebelumnya

yaitu, aliran hukum
alamyang memang
saatitu sudahterperas
(exhausted) karena tidak
mampu lagi menjawab
persoalan-persoalan
besar.Bahkan, aliran
positivisme hukum ini

www.komisiyudisial.go.id

tidak hanya menggeser
aliran sebelumnya,
tetapijuga mendominasi
teori-teoridan
aliran-aliran pemikiran
hukum yang masih ada
semisal aliranrealisme,
atau sociological.
Pendeknya, Ahmad
Gunaryo menyebutkan,
patut dikatakan bahwa
aliran positivisme hukum
pada saat itu merupakan
teori pencerahan.

Padaabad XVIll dan XIX
kekuasaan negara semakin
kuat dan serbameliputi.
Kehadiran negara modern
sebenarnya ditopang

oleh perkembangan

ilmu dan pengetahuan
yang demikian pesat.
Perkembangan tersebut
pada akhirnyaikut
mengakselerasijalannya
perubahan-perubahan
sosial. Belum lagi lahirnya
pola-pola kegiatan dan
paham ekonomibaru
sepertikapitalisme, yang
ternyata akhirnya berubah
menjadi pandangan hidup
(way of life).

Kapitalisme sebagaimana
yang disebut oleh

Steven Vago, merupakan
kekuatan ekonomi
barumensyaratkan
prinsip-prinsip
rasionalisasi,
predictiability,
individualisme, dan
liberalisme.

Rasionalisasi
mengindikasikan

bahwa aturan main
dalam kehidupan harus
dapat diterima oleh akal
sehat (commonsense).
Predictiability
mengindikasikan setiap
social arrangement
harus dapat diperkirakan
sebelumnya.
Individualisme
menandakan adanya
pengakuan terhadap
hak-hak individu.

Liberalisme
mengindikasikan
kebebasan yang sangat
luas (bagi paraindividu).
Pandangan hidup tersebut
demikian dominannya
sehingga memengaruhi
seluruh sendi-sendi
kehidupan, termasuk
didalamnyaadalah
paradigma hukumnya
yang mencapai puncaknya
padaabad XIX.
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Begawan hukum kita,
Satjipto Rahardjo pun
menilai, hukum yang
mengalami perkembangan
besar padaabad XIXjustru
cenderung untuk menjadi
arogan danamat berpuas
diridengan kemajuan
yangdicapainya. Dengan
demikian, pemikiran
tentang bagaimana hukum
dijalankan, menjadi
berhenti pada titik berpikir
secara positivis-dogmatis,
yang ternyata masih tetap
berlangsungdewasaini.
Begitu besarnya pengaruh
aliran positivisme dalam
pelaksanaan penegakan
hukum (law enforcement)
menyebabkan hukum
tidak lebih diartikan
sebagai undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo,
memang ada aliran-aliran
“pinggiran” tetapi mereka

Setiap jengkal
tahapan proses
mengadili (termasuk
administrasinya, baik teknis
maupun non teknis) adalah
sumber-sumber untuk
menghasilkan uang
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tenggelam dibawah
dominasi pikiran yang
dogmatis-formal-rasional.
Akan tetapi,dengan
perkembangan cara
berpikir dalam psikologi
yang makin beragam,
sebetulnyaaliran-aliran
yang “tersisihkan”itu kian
memperoleh dukungan
dan pembenaran. Dengan
demikian, berpikir

dalam hukumyang

masih mengikutiabad

lalu akan ketinggalan

dan menjadikan praktik
hukum sebagai “fosil” yang
kurang bermanfaat bagi
masyarakat.

Menggagas (Aliran)
Hukum Post-Represif

Hukum dibuat oleh
orang-orang, orang-orang
tertentu yang mewakili

No.

1. Tujuanhukum

2. Legitimasi

3. Aturanhukum

4.  Alasanhukum

5. Kebijakan

EDISI
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kepentingan-kepentingan
tertentu pula, yang
mempunyai kekuasaan
untuk menerjemahkan
kepentingan-kepentingan
mereka ke dalam
kebijaksanaan umum,
sebagaimana disebut
Richard Quinney.

Pendapat yang hampir

serupa juga diungkapkan
oleh Victor G. Rosenblum,
bahwa hukum adalahjuga
salah satu diantara sekian

banyak alat-alat politik
(political instruments)
denganalatmana

penguasamasyarakat dan
negara dapat mewujudkan

kebijaksanaannya,
namun hukumjuga
dituntut menciptakan
keadilan di masyarakat
sebagaimana yang saat

semakin mendapatkan
tempat.

Adalah Philippe Nonet
dan Philip Selznik,
mengetengahkan teori
mengenai tiga keadaan
dasar hukumdalam
masyarakat yaitu:

1. Hukum Represif
yaitu hukum yang
merupakan alat
kekuasaanrepresif;

2. Hukum Otonom yaitu
hukum sebagai suatu
pranata yang mampu
menjinakkan represi
dan melindungi
integritasnya sendiri;
dan

3. Hukum Responsif
yaitu hukum yang

ini diperjuangkan dan merupakan sarana
Tabel1
Hukum Represif Hukum Otonom
Ketertiban Legitimasi

Pertahanan sosial dan
raison d-etat (demi
kepentingan negara
sendiri)

Kasar dan detail, tetapi
sangat kurang mengikat
terhadap pembuat
undang-undang

Ad hoc; cepat dan khusus

Sangat umum; oportunistik
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Keadilan prosedural

Panjang lebar; mengikat
baik yang memerintah
maupun yang diperintah

Menghormatisekali
otoritas hukum; cenderung
formalistik dan legalistik

Dibatasi hukum; kurang
pendelegasian

respons atas
kebutuhan-kebutuhan
danaspirasi-aspirasi
masyarakat.

Konsep hukum responsif
ini merupakan jawaban
atas kritik, bahwa
seringkali hukum tercerai
darikenyataan-kenyataan
pengalaman sosialdan
dari cita-cita keadilan.
Konsepinijuga merupakan
suatu usahauntuk
mengintegrasikan kembali

teori hukum, filsafat
politik, dan penelaahan
sosial. Tesis yang diajukan
oleh Nonet dan Selznik
bukanlah suatu teoriyang
mampu menyelesaikan
semua problem praktis.
Namun, tesis tersebut
memberikan suatu
perspektif dankriteria
untuk mendiagnosis

Hukum Responsif

Kompetensi

Keadilan substantif

Subordinasiterhadap
prinsip dan kebijaksanaan

Bertujuan; perluasan
kompetensikognitif

Banyak dipakai tetapi

demi tujuan yang dapat
dipertanggungjawabkan
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No.
6. Pemaksaan
7. Moralitas
8. Politik
Harapan
9.
ketaatan
10.  Partisipasi

dan menganalisis
problem-problem hukum
dan masyarakat dengan
penekanankhusus

atas dilema-dilema
institusional dan
pilihan-piliihan
kebijaksanaan yangkritis.

Selainitu terdapat tokoh
lainnya yakniRoberto M.
Unger melalui Gerakan
Studi Hukum Kriitis/GSHK
(The Critical Legal Studies
Movement). Intinya GSHK
memberikan beberapa
contoh darisuatu bentuk
tindakan transformatif
dengan cara terbatas

dan petunjuk awal. As
suchitgivesanoriginal
response to a specific

www.komisiyudisial.go.id

Hukum Represif

Ekstensif; pembatasannya
lemah sekali

Moralitas komunal
Moralisme hukum
Moralitas pengawasan

Hukum dikuasaioleh
kekuasaan politik

Tanpa syarat; tidak taat
harus dihukum sebagai
pembangkangan

Terpaksa mengikuti, kritik
tanda tidak loyal

experience of constraint
anddisappointment, a
situation whose most basic
features have become ever
more common. Perhatian
utama dari GSHK iniadalah
kritik terhadap formalisme
dan objektivisme.

Formalismin this context
Isacommitment to, and
therefore also a beliefin
the possibility of, a method
of legaljustification

that contrasts with
open-ended disputes
about the basic term of
social life, disputes that
the people call ideological,
philosophical or visionary.
Objectivism s the belief
that the authoritative legal

Hukum Otonom

Dikontrol oleh
rambu-rambu hukum

Moralitas inst

itusional, yaitu sangat
memperhatikan integritas
proses hukum

Hukum independen dari
politik, pemisahan politik

Penyimpangan aturan
dibenarkan secara hukum,
misalnya untuk menguji
kesahihanundang-undang
atau perintah-perintah

Kemungkinan dibatasi
oleh prosedur-prosedur
yang dibuat munculnya
kritik hukum

materials—the system
of statutes, cases, and
acceptedlegal ideas—
embody and sustain a
defensible scheme of
human association.

Sedangkan dilndonesia
Satjipto Rahardjo
mengenalkan konsep
hukum progresif.
Hampir samadengan
GSHK, Satjipto melihat
bahwa sistem liberal
yangdibangunratusan
tahunsilamyang
bertalian erat dengan
pembangunan orde
sosial liberal pula. Dengan
sangat menyakitkan
kitamelihat lolosnya
kejahatan-kejahatan

PERSPEKTIF

Hukum Responsif

Mencarialternatif secara
positif, misalnya insentif
pelaksanaan atas kesadaran
sendiri

Moralitas rakyat, moralitas
kerjasama

Aspirasi hukum dan politik
terintegrasi, pembauran
kekuasaan

Tidak taat dilihat sebagai
kerugian substantif,
dipandang sebagai
pengajuanisu tentang
legitimasi

Kemungkinan diperluas oleh
integrasi kepengacaraan
hukum dan sosial

yangdiproses secara
hukum, terutama

sejak mencanangkan
pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme
(KKN). Olehkarenaitu
tidak begitugampang
untuk merombaknya
secarasegera. Sistem
alternatif yangakan
dibangunitujugaharus
menunjukkan kemampuan
tandingan yang kuat, dan
untukitu harus dimulai
daripembangunan suatu
orde sosial baru yang tidak
liberal.

Bagi Satjipto, hukum
hendaknya mampu
mengikuti perkembangan
zaman, mampu menjawab
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“Tidak optimalnya penegakan hukum di Indonesia

adalah karena kurangnya daya paksa dari hukum

sendiri. Dimana peran sentral penguasa dalam

menggunakan otoritas ketika menghadapi musuh

bersama yakni korupsi seakan enggan”

perubahan zaman
dengan segaladasar di
dalamnya, sertamampu
melayanimasyarakat
dengan menyandarkan
padaaspek moralitas dan
sumber daya manusia
penegak hukumitu sendiri.
Lebih lanjut, Satjipto
mengkonstruksikan
masyarakat merupakan
“tatanan normatif” yang
tercipta dariproses
interaksisosial dan
menciptakan berbagai
“kearifan nilai sosial”.
Kearifan nilai sosial
ituada yang bersifat
rasional danirasional
yang “ditransformasikan”
membentuk “tatanan
masyarakat normatif”
melalui “proses
normativisasi hukum’
sehingga menjadi publik
dan positif.

Namun demikian, baik
hukum responsif, GSHK
maupun hukum progresif
ternyata kurang optimal
dalam mencapai tujuan
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hukum. Ketiganya
menitikberatkan pada
masyarakat sebagai
kekuatan utamadalam
mengatasipersoalan
penegakan hukum.
Menurut penulis hal

itu sangat baik. Akan
lebih sempurna apabila
setelah—meminjam
istilah Satjipto—
kekuatan-kekuatan
hukum anti-status quo,
maka negaradalam
halinipemerintah

diajak bersama. Karena
pemerintah memilikidaya
paksayangsecararepresif
dengan otoritasnya
memberlakukan hukum.

Hukum represif
sebagaimanayang
digambarkan Nonet dan
Selznick, menganggap
bahwa tatanan hukum
tertentu dapat berupa
ketidakadilan yang tegas.
Keberadaan hukum
tidak menjamin keadilan,

apalagikeadilan substantif.

Sebaliknya, setiap tatanan

hukum mempunyai
potensirepresif sebab
hingga tingkat tertentu

ia akan selalu terikat
pada status quo, dan
dengan baju otoritas
kepada penguasa, hukum
membuat kekuasaan kian
efektif.

Dilihat dari carakerjanya,
hukum represif merupakan
hukum yang sangat
efektif dan mengorbankan
masyarakat serta

keadilan bersama. Tidak
optimalnya penegakan
hukum dilndonesia
adalah karenakurangnya
daya paksadarihukum
sendiri. Dimana peran
sentral penguasadalam
menggunakan otoritas
ketika menghadapimusuh
bersama yaknikorupsi
seakan enggan. Padahal
hukum salah satunya
dapat dijadikan alat politik
untuk kepentingan rakyat/
masyarakat. Oleh karena
itu perlu adanya kebijakan
yang melampaui hukum

represif yaknihukum
post-represif.

Hukum post-represif
dapat digunakan dalam
agenda pencegahandan
pemberantasan korupsi
dinegeriini.Dengan
mengadopsi karakteristik
darihukum represif yang
memiliki daya paksa
denganmoralitasnya

yang terbatas serta
sub-ordinat dengan politik
kekuasaan diarahkan
untuk melindungi
kepentingan bersamadan
lebih memberikanrasa
keadilan masyarakat lebih
terjamin. Iniintidari hukum
post-represif.

Kesimpulan

Segala upayadalam
memberantas korupsi
sudah banyak dicoba,
namun hasilnya kurang
optimal. Yang perlu
digaris bawahidisini
adalah keberhasilan
suatu pemberantasan
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korupsibukan terletak
daribanyaknya peraturan
perundangandan

jumlah para koruptor
yang menjadi terpidana,
melainkan tidak adanya
lagi—atau meminimalisir—
penyalahgunaan
wewenang atau
penyimpangan diberbagai
sektor kehidupan. Tetapi
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KY menggandeng
psikolog untuk
membangun hati nurani

para hakim agar putusan

yang dihasilkan bijak

Membangun

Nurani
Hakim

Agar Putusan Bijak

E Komist YunistaL JANUAF;IW ® www.komisiyudisial.go.id




LIPUTAN

KHUSUS
h

Ada metode unik yang dilakukan Komisi Yudisial

dalam meningkatkan kapasitas hakim. Para

pengadil tidak sekadar dilatih teknik juridis
karena pendidikan tersebut telah diperoleh

di Mahkamah Agung (MA). Namun KY justru
menggandeng psikolog untuk membangun hati

nuranipara hakim agar putusan yang dihasilkan

bijak. Selain itu tertanam mental hakim

membentengidiridari intervensiluar.
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akim tak sekadar memiliki
kompetensidan kemampuan
teknik yudisial semata untuk

dapat menjalankan profesi. Namun
korps toga hitaminijuga dituntut
memiliki nurani dan kejujuran dalam
setiap memeriksa dan memutus perkara.
Sehingga putusan yangdihasilkan
mengandung nilai-nilai keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
mensyaratkan hakim harus berintegritas
dan berkepribadian, tidak tercela, jujur,
adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak
mulia, serta berpengalaman di bidang
hukum.

Beijing Statement of Principles of the
Independence of Judiciary inthe Law
AsiaRegion yang kemudian diubah di
Manila pada tahun 1997 menetapkan
bahwa untuk menegakkan kebenaran
dan keadilan, maka hakim harus memiliki
kapasitas yang terdiridaritiga pilar
utama yaitu nilai-nilai kecakapan
(competence), kejujuran (integrity), dan
kemerdekaan (independence).

Darisebuah tuntutanintegritas dan
kecakapanitulah membuat Komisi
Yudisial mengubah metode pelatihan
peningkatan kapasitas hakim (PKH).
Dalam pelatihan ini, hakim diajarkan
membangun jiwanya. Programini untuk
menyentuh jiwa hati nurani para hakim.
Untukitu KY melibatkan psikolog sebagai
pengajar.

Menurut Joko Sasmito, salah satu
Komisioner KY, untuk mengefektifkan
programini pihaknya menggandeng
fasilitator yakni Universitas Indonesia
(Ul). Karena selama ini Ul sudah memliki
kemampuan psikologi yang diharapkan
bisa mengubah mentalitas.

“Jadisecara psikologis materinya
berbeda meski temanya sama, tapi
karenainihakim baru, maka cara
penyampaiannya akan berbeda. Jadi
lebih ke membentengi diri,” kata Joko
Sasmito kepada Majalah Komisi Yudisial
diJakartabelumlamaini.

Kalau secara teknis, lanjut Joko, para
hakim umumnya sudah mendapat
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pelatihan dari MA. Tapi
yang dilakukanKY lain.
Lebih ke psikologis.
Untuk hakim junior
masa kerja 0-8 tahun
ditanamkan dulu dasar
mental secara psikologi
untuk membentengi
bahwa untuk melakukan
pelanggaran sepertiada
alarmyangberbunyi.

Tapiuntuk hakim senior
masa kerja 8-15 tahun
yang ke depannya
punya peluang menjadi
hakim tinggi, selain
membentengijuga
adaunsur-unsur
kepemimpinan seperti
agen perubahan. Harus
bisamenjadiagen
perubahan dikantor
masing-masing.

“Apalagiuntuk hakim
tinggi, selain pelatihan
kode etik juga sebagai
hakim pengawas di
MA sehingga dibekali
selain kode etik dan
perilaku hakimjuga
memiliki kemampuan

EDISI
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Aspekutama yang harus dimiliki hakim adalah

penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum,
penguasaan hukum materiildan foril, dan |
penguasaan teknis persidangan termasuk

didalamnya teknis pembuktian, manajemen

persidangan, danlain-lain

mengawasi dan membina
hakim-hakim di tingkat
pertama,” kata perwira
aktif berpangkat Kolonel
CHK.

KY merencanakan
pelatihan untuk 570
orang, dibagi setiap
pelatihan sebanyak 40
orang termasuk hakim
militer. Untuk mengetahui
efektif tidaknya ada

alat ukurnya. Setelah
selesaipelatihan KEPPH,
menurut Joko, ada
evaluasidarifasilitator
Uldan kembali ke
masing-masing daerah
juga ada Program
PenguatanIntegritas
Hakim (PPIH). Ada

alat ukurnyadan
pencapaiannya atau
output yangdilaporkan
ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi.

“Yang diukur adalah
integritas hakim dan
penilaian masyarakat

terhadap hakim. Setiap
tahun selaluada.Dan
diukur tiap tahun
apakahtiap tahun ada
peningkatan atau tidak.
Minimal kenaikan dua
persendariangkayang
disyaratkan,” paparnya.

Soal teknis yudisial
sudahdiajarkan dalam
pelatihan diMA. Karena
untuk dapat menjalankan
tugas fungsionalnya yakni
memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara, MA
mensyaratkan, setidaknya
hakim harus menguasai
beberapa aspek utama
dan aspek pendukung.

Aspek utama yangharus
dimiliki hakim adalah
penguasaanilmuhukum
sertanalar hukum,
penguasaan hukum
materiil dan formil,

dan penguasaan teknis
persidangan termasuk
didalamnya teknis
pembuktian, manajemen
persidangan, dan
lain-lain.
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Pelatihan Pemaknaan
KEPPH yangdiikutioleh
hakim di Jawa Tengah dan
Yogyakarta, yang diadakan
KY di Yogyakarta.

Sedangkan aspek
penunjangyang
diperlukan bagi

seorang hakim adalah
bertanggungjawab,
sikap kepemimpinan,
dankemampuan bekerja
sama.

Sejalandengan
pandangan sebelumnya,
Komisi Hukum Nasional
(KHN) memberikan
kriteria kapasitas hakim
yangdilihat dariaspek
penguasaanatasilmu
hukum, kemampuan
berpikir yuridik,
kemahiran yuridik
(penerapan hukum), serta
kesadaran dan komitmen
profesional.

www.komisiyudisial.go.id
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Daripandangan-

~ pandangandiatas, maka

dapat disimpulkan bahwa
kapasitas hakim secara
garis besar mengandung
duaaspek yaitu aspek
kemampuan pengetahuan
hukum dan aspek
komitmen terhadap etika
dan pedoman perilaku.

Aspek kemampuan
pengetahuan hukum
meliputi penguasaan
terhadap asas-asas,
kaidah-kaidah, dan
aturan-aturan baik di
tingkat lokal, nasional,
maupun internasional.
Penguasaan terhadap
bidang-bidang hukum
pada sektor-sektor
kehidupan masyarakat,
penguasaan terhadap
metode penerapan

www.komisiyudisial.go.id

dan penemuan hukum.
Sedangkan aspek
komitmen terhadap
etika dan perilaku hakim
meliputi komitmen untuk
mengetahui, memahami,
menerapkan, dan
menegakkan KEPPH.

Dalamrangka program
pencegahan, KY harus
melakukan pelatihan dan
berusaha sedini mungkin
menanamkan kode etik
dan perilaku hakim.

Sebenarnya semua
hakim sudah tahu 10 butir
kode etik dan perilaku
hakim hanya kewajiban
KY sebagailembaga
penegak etik harus
memberikan pencegahan
dan mengingatkan
dengan bentuk pelatihan

sehingga pelanggaran
bisa berkurang.

“Kita sering mendengar
ada hakim terkena

OTT ituberartimasih
perludiingatkan untuk
pencegahan agar tidak
terjadipelanggaran, dari
tahun ke tahun laporan
masyarakat selalu
meningkat jumlahnya,”
ujar mantan Wakil Ketua
Pengadilan Militer
(Kadilmil) 11-08 Jakarta
ini.

Tahun 2015 laporan
masyarakat ke KY
termasuk tembusan dari
MA sebanyak 3.242, tahun
2016 meningkat menjadi
3.581. Daridataangka

ini terlihat mengalami
peningkatan. Namun yang
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memenuhi syarat untuk
dijatuhi sanksi semakin
menurun hanya sekitar
105, sanksiringan 74,
sedang 24 danberatada7.

“BeratnyaKY karena
sebanyak apapun laporan
tetap ditindaklanjuti
meskibanyak juga yang
tidak memenuhi syarat,
misalnya perkarayang
sifatnya teknis atau yang
menjadi kewenangan
polisiatauaparat yang
lainnya. Jadi perlu ada
edukasi masyarakat
sehingga laporan yang
masuk ke KY semakin
berkualitas,” ujar

peraih gelar Doktor dari
Universitas Brawijayaini.

Melihat perilaku hakimdi
sana sinimasih adayang
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menyimpang, menurut
Joko Sasmito, menjadikan
PKH sebagai program
prioritas KY selama
tahun 2017 dalam rangka
pencegahan.

“Artinya darisekian
banyak kegiatan KY
sepertirekrutmen,
pengawasanyang
menjadi prioritas

KY adalah bidang
pencegahandan
peningkatan kapasitas
hakim,” ujar Joko.

Sejak awal berdiri KY
telah merumuskan dan
merancang program
kerja PKH.Programini
dilaksanakan secara
bertahap, sistematis,
terarah, terukur, dan
komprehensif demi
mencapai visidan
misi KY dalam rangka
mewujudkan hakim
yang bersih, jujur,dan
profesional.

PKH dilakukan sejak dini
sebelum pengangkatan
menjadi hakim dan
dilakukan setelah
pengangkatan menjadi
hakim.Mengapa?
Karenaprogramini
sejalandengan program
pemerintah yaitu revolusi
mental (revmen). Oleh
karenaitu programini
mendapat dukungan
penuh terkaitanggaran.
Tahun 2016, karena
pemotongananggaran
sekitar 25 persen maka
program PKH hanya

E Konmisi YupisiAL
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berjalan sepertiganya.
Pelatihan hanya berjalan
lima kali.

“Insya Allah tahun 2017
program PKH melalui
pelatihan kode etik dan
perilaku hakim (KEPPH)
bisamenanamkan
kepada para hakim agar
didalam hatisanubarinya
tertanam benteng

tidak akan melakukan
pelanggaran kode etik,”
kata JokoyangdiKY juga
menjabat sebagai Ketua
Bidang Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas
Hakim.

Tahunini, KY menggelar
pelatihan KEPPH
sebanyak 17 kali. Untuk
hakim dengan masatugas
0-8 tahun sebanyak
delapankali pelatihan
danuntuk 8-15 tahun
sebanyak enamkali
pelatihan.

SelainituKY menjalin
kerjasamadengan Jimmly
School dan pemerintah
Jerman untuk menggelar
pelatihan khusus bagi
hakim tinggi sebanyak
tiga kalidengan peserta
sekalilatihan sebanyak 24
orang.

Program inimembuktikan
bahwa KY dalam setahun
memiliki kegiatan yang
sangat padat dalam
rangka pencegahan dan
peningkatan kapasitas
hakim terutama soal kode
etik dan perilaku hakim.

Mengapa menjadi
program prioritas,
bagaimana dengan
kapasitas hakim secara
umumdilndonesia?

Ini pertanyaan bagus.
Salah satu tugas pokok
yangdiatur dalam
Undang-Undang
Komisi Yudisial adalah
mempersiapkan hakim
agung. Namun tugas
pokok lainnya adalah
menjaga dan menegakkan
martabat dan keluhuran
serta perilaku hakim.

Jikatahunlalu ada
pemotongan hingga
25 persen, bagaimana
rencanatahunini?

“Saya sudah koordinasi
melalui sekjen,
mudah-mudahan karena
program peningkatan
kapastias hakim sejalan
dengan revolusimental
mudah-mudahn tidak ada
pemotongan lagi. Dan dari
jadwal 17 kali pelatihan
sudah kita plot dan sudah
kita kirim ke MA untuk kita
mintakan pesertanya,”
kata Joko.

Sebenarnyainiberat
bagiKY, karena 17 kali
pelatihan yangbisa
dimanfaatkan hanya
sekitar sembilan bulan
karena Januari 2017
belum bisa dilakukan
karenaanggaran belum
cair dan bulan Desember
juga tidak bisa dilakukan
karena persiapan laporan

dandipotongbulan puasa
sekitar bulan Juni.

“Jadi efektif hanya
sembilan bulan. Untuk
itu, kita coba dibulan
Apriluntuk dalam sekali
pelatihan dibuka dua
kelas sebagai uji coba. Jika
berhasil dan sukses maka
bisa dilaksanakan kembali
ditahun berikutnya. Tapi
masih kita komunikasikan
dengan Ul sebagai
fasilitatornya,” papar Joko.

Soal hambatan dalam
pelaksanaan PKH, di
awal-awal ada di Sumber
Daya Manusia (SDM)-nya.
KarenaKY belum memiliki
SDM sendiriyang
memiliki kemampuan
untuk melatih kode etik.
Artinyadengan berjalan
waktu KY bertemu dengan
fasilitator Ul.

“Dan learning by doing
sambil berjalankita
sempurnakandan
sampaisaatinikitasudah
mencapai formulayang
dinilai oleh hakim sudah
sangat bagus. Dengan
kendalaini, ke depan KY
harus punya SDM yang
memiliki kemampuan
sepertiUl, karena saatini
masih kerja samadengan
pihak luar.

KY sebagailembaga
negara dibidang etik
harus memiliki sendiri
SDM. Tahapan tersebut
sudah mulaidirintis KY
bekerja samadengan

www.komisiyudisial.go.id



Lembaga Administrasi
Negara (LAN) untuk
dilakukan training of
trainer, sehinggakitajuga
akan menyekolahkan
untuk trainer. Saat ini
semuadiserahkan ke
fasilitator Ul sebagai
penyelenggaranya,”
sambungnya.

Kendala berikutnya
adalah memanggil peserta
karenayang mempunyai
lembaga adalah MA, kita
hanya merencanakan.
Kita harus berkirim surat
ke MA, untuk itu kita coba
atasikendala tersebut
dengan melakukan
pertemuan dengan

tiga dirjen yaitu Dirjen
Badan Peradilan Umum,
Dirjen Badan Peradilan
Agama, dan Dirjen
Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara
(TUN). Mudah-mudahan
kendala-kendalainibisa
diselesaikan.

“Sebelum kembali

ke lembaga memang
kemarin ada adalima
usulandiantaranyauntuk
melakukan pelatihan
tematik teknis, namun
tidak dilakukan karena hal
teknis dilakukan oleh MA,”
kata Joko.

Meski, lanjut Joko
menurut grand design
PKH itu termasuk

KY, mungkin karena
hubunganKY dan

MA kurang bagus
jadidihentikan.
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Namun setelah KY
berkomunikasidengan
Dirjen Kamar Pembinaan
mudah-mudahan akan
dihidupkan kembali. Tapi
inimasih dalam taraf
pembicaraan.

Yang kedua, MA sudah
memiliki kalender
pendidikan.KY ingindi
tahun 2018 juga memiliki
kalender pendidikan
KEPPH dalam setahun.
“Yangkitaingindan
gagas bersama adalah
bagaimana menjadikan
satu pelatihan yang
dilakukan oleh MA dan
KY sehingga menghemat
biaya.

Daninijugamasih akan
dilakukan pembahasan
lebih lanjut,” ujar Joko.

Terkait dengan gagasan
litbang diinternal KY,
dalam rapat koordinasi
beberapa waktu silam,
sebagailembaga etik
memiliki SDM di bidang
etik danlembaga litbang
sepertihalnya MA yang
berkiblat tentang etik.
Ke depan kitajugaingin
memiliki balitbang
tentangetik yang
tersendirisehingga jika
melakukan pelatihan tidak
dihotel-hotel lagi tapi di
litbang itu.

“Kita sudah berdiskusi
dengandirjenanggaran,
nampaknya untuk
gedungnya sulit dalam
waktu dekat tapi tetap
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“Evaluasi KY terhadap Program
Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Hakim, diharapkantidak ada
lagi hakim yang melakukan
pelanggaran etik apalagi pidana”

akan kita ajukan. Tapi
yang penting sebelum
gedung, terlebih dulu kita
siapkan SDM-nya. Kalau
perlu semua komisioner
dilatih untuk bisa
memberikan pelatihan
etik,” kata Joko.

EvaluasiKY terhadap
program PKH, diharapkan
tidak ada lagi hakim yang
melakukan pelanggaran
etik apalagipidana.

KY yakinjika pelatihan
iniberjalan, semakin
tahun semakin menurun

pelanggaran kode etiknya.

Peradilan bersih bisa
terwujud.

Selain dalam memantau
peradilan bersih, kita
bekerjasamadengan
KPKuntuk melakukan
pelatihan bagaimana
memantau peradilan
termasuk tipikor. Jika ada
pelanggaran hakim yang
bersifat etik bisa lapor
ke KY tapijika terkait
pidana sepertisuap bisa
lapor ke KPK. Jadiselain
pencegahan kode etik,
jugadengan KPK untuk
memantu peradilan

MARET 2017

bersih. Daninisudahkita
informasikan ke semua
hakim.

Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim KY Maradaman
Harahap menyoroti PKH
seharusnya sudah bisa
dilakukan dariawal proses
seleksirekrutmen.

“Saya kecewa karena
tahunini, rekrutmen
hakim tidak menjadi
program prioritas

utama padahal kita
masih punya hutang
sepertiyangdiminta MA
tahun lalu menyiapkan
delapan hakimagung,
sementara kita hanyabisa
menyiapkan lima orang,
duaorang Hakim Ad Hoc
Tipikor tapiternyatadi
DPR hanyadisetujuitiga
hakim agung dan Tipikor
tidak ada yang disetujui,”
ujar Maradaman Harahap
kepada Majalah Komisi
Yudisial belum lamaini.

Tugas pokok KY adalah
melakukan seleksi
calon hakimagungdan
kewenangan lainyang
diatur dalam Pasal
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"Saya kecewa karena tahunini,

rekruitmen hakim tidak menjadi

program prioritas utama padahal
kita masih punya hutang seperti
yang diminta MA.."

24B seperti PKH, klinik
etik, pemantauan,
pengawasan, dan
sebagainya. Tapitugas
utama kita adalah
rekrutmen hakimagung.

Daridua calon,
Maradaman melihat sudah
sangat bagus kualitasnya.
Namun banyak pihak
menyayangkan bahwa
ketika masuk seleksi

di DPR tidak disetujui.
“Saya tidak mengetahui
parameternya apa
sehinggakedua orang

ini tidak bisa diloloskan
menjadihakim Ad Hoc
Tipikor,” kata Maradaman.

Padahal KY benar-benar
menginginkan hakim
sudah teruji kualitas,
kapasitas, moral, dan
integritasnya. KY
mengharapkan MA
benar-benar jadibenteng
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terakhir keadilan.
Banyak di masyarakat
beranggapan masih
banyak mafia.

“Sayasangat
menyayangkan tahun
2017 inirekrutmen

tidak jadiprioritas

hanya karenakitaingin
menyamakan dengan
program pemerintah
tentang revolusi

mental. ltujuga bagus,
tapirekrutmen hakim
jangan ditinggalkan.
Apalagitahuninikita
mendapat anggaran yang
relatif minim. Inijuga
persoalan. Anggaran
hanyadiberikan satu
kali seleksi hakim agung.
Kemudian bagaimana
untuk rekrutmen hakim ad
hoc? Darimanadananya.
Kita sudah mendekati
beberapainstansi
termasuk DPR untuk

bagaimana melakukan
seleksihakimad hoc,”
sambungnya.

Intinya KY tetap akan
memberdayakan
anggaranyangada

dan kemungkinan akan
mengurangijumlah
personil yang melakukan
penjaringan ke daerah.
Juga bisadisiasatidengan
menumpang kegiatan
PKH didaerah untuk
melakukan seleksi di
daerah. Jadianggarankita
memanfaatkan seefisien
mungkin.

Untuk hakimad hoc
tersebut masih panjang.
KY akan mengundang
Kemenaker dan MA untuk
mencarisolusipercepatan
seleksihakim. “Saya
berharap tahun depan
seleksibisajadiprogram
utama. Karenainisangat

penting dan tidak mudah.
Bisa dibayangkandari
ratusan yang mendaftar,
setelah melewatiberbagai
tahapan hanya bisa
mendapat limaorang. Itu
proses yang sulit,” kata
priayang telah 40 tahun
menapakikarier sebagai
hakimini.

Lantas apasolusinya?
Semua kegiatan KY
bergantunganggaran,
misalnya KY akan buat
suatu kegiatan tapi tidak
adadananya.Bagaimana
kita akan melakukanitu.
“Misalnya sudah ada surat
dariMA kalau April nanti
adabeberapa hakimyang
habis masatugasnya,
kita sudah mulai berpikir
bagaimana memulainya.
Saya sudah berikan
alternatif yang pertama
perpu perpanjangan
jabatan. Yang kedua
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Joko Sasmito
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim.
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percepatan seleksidan
yang ketiga adalah judicial
review ke MK,” papar
mantan anggota Badan
Pengawas (Bawas) MA ini.
Tapiyangdipilih berdasar
konsultasidengan DPR
adalah percepatan seleksi
karena kalau perpu
prosesnyalama dan tidak
pastiapakah mendapat
persetujuan DPR atau
presiden, nantipresiden
dianggap melanggar
undang-undang.

JadiprogramKY akan
melakukan percepatan
seleksi misalnyakita
ingin sepertitahun lalu di
mana seleksiadministrasi
dan objektif dilakukan

Maradaman Harahap
Ketua Bidangrekrutmen
Hakim.

O WYIWVIVH KOWI2I ANDIRIVI\EKY

diKemenaker, sehingga
mengurangibeban KY
dan mengurangi tahapan
mempercepat waktu dua
atau tiga bulan.Namun
yang menjadi masalah
adalah persetujuan
terhadap hakimagung
yang telah diusulkan oleh
KY.

Standar kompetensi
seorang hakimagung
adalah harus lulus
syarat administrasi,
harus mampu menjadi
negarawan yang diuji
oleh assessor, lulus tes
kompetensi, kesehatan,
dan lulus dalam ujian
standar objektif. Ujung
darites calon hakimagung
bermuara ke DPR.

Pernah adakeluhan dari
anggota DPR yang menilai
hakim yang diusulkan

KY kurang berkualitas
dan tidak memenuhi
standar. “Untuk itu saya
mengusulkanagar DPR
memiliki standar sendiri
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terhadap hakimagung
yang diusulkan tapijangan
menyentuh kualitas,
karena seleksikualitas
sudah selesaidiKY.
Apakah standar integritas
atauyanglainnya, karena
DPR mewakili rakyat
memiliki pandangan lain
tentangintegritas tapi
bukan malah kualitas,”
kata Maradaman.

Maradaman juga berharap
agar untuk seleksi

hakim agama, DPR tidak
lagibertanya tentang
perkaraagamakarena
seleksisudah selesaidi
KY. StandarisasidiDPR
terserah apakah darisisi
lain, apakah budaya, sosial
yang lainnya tapijangan
yang teknis. Harus ada
kesepakatan bersama soal
ini.

Untuk mesinkronkan
program nasional Revolusi
Mental dengan seleksi
hakim dalam konteks PKH,
dapat dilihat daricalon

“Maradaman juga berharap agar untuk seleksi

hakim agama, DPR tidak lagi bertanya tentang

perkara agama karena seleksi sudah selesaidi
KY. Standarisasi di DPR terserah apakah dari
sisilain apakah budaya, sosial yang lainnya tapi

jangan yang teknis”

MARET 2017

EDISI

aanuarRl | Komist YUDISIAL




O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

LIPUTAN

KHUSUS

apakah pernah mengikuti pelatihan kapasitas hakim,
kode etik sebagai sarana untuk melakukanrevolusi
mental. Pelatihan-pelatihan kode etik, klinik etik bisa kita
lakukanitu. Tapi untuk seleksi hakim tingkat pertama
perlukita caritahu lagi, karenaKY tidak lagi menangani
itu, kalau calon hakim agung bisa kita lakukan. Karena
banyak yang sudah mengikuti pelatihan etik, pedoman
perilaku hakim dan pelatihan pelatihan dari MA.

Apayangdiharapkan MA untuk kuota enam orang hakim
agung bisa kita penuhi. Kemudian DPR juga memahami
kebutuhan hakim agung mendesak. Mudah-mudahan
dengan lobi-lobibisa mendekati DPR bagaimana cara
elegan untuk menyelesaikan agar MA bisa mengisi hakim
agung dengan SDM yang dibutuhkan. Bisa jadinanti

dalam proses seleksi kamimengundang anggota DPR
atau perwakilan agar tercapai kesepahaman antara KY
dan DPR tentang standarisasi calon hakim agung.

Ditambahkan Maradaman, terkait pencegahan, perlu
dilakukan sosialisasi kepada publik. Pelapor harus
mengetahui mana yang menjadi kewenanganKY.

“Ada sekitar 600-an yang bukan kewenanganKY dan
sekian persen tidak jelas dan dicabut. Berartiharus ada
sosialisasike publik yang kurang,” kata mantan Wakil
Pengadilan Tinggi Agama (Waka PTA) Belitungini.

EDISI
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Sumartoyo, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan KY berpendapat program
PKH bisa dicanangkan dalam bidang advokasi. Dengan
carabekerjasamadengan Perguruan Tinggidengan
harapan mahasiswa tertarik menjadi hakim.

“Sebelumnya kita kenalkan dulu soal etik, tapi ternyata
kita terkenajudicial review yang tidak membolehkan KY
melakukan rekrutmen ditingkat pertama. Untuk itu kita
re-design. Orientasiklinik etik dalam judicial education
itu diubah dari mahasiswa menjadiorientasi ke
masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Misalnya
saatiniyang bekerja melakukan hal tidak etis, ke depan
kita bikin mereka aware dengan mengingat jati diridia,”
kata Sumartoyo.

Rencana Jabatan
Fungsional Tertentu
(JFT),KY akan melakukan
konsultasidengan
Lembaga Administrasi
Negara (LAN) bahwa
orang-orangKY, karyawan
atau biro harus memiliki
sertifikat untuk menjadi
coach etik. Jadi hakim
yang akan melakukan
klinik etik tidak perlu
“ngebon” ke kampus Ul
sepertiyang selamaini
terjadi.

Sumartoyo

Ketua Bidang SDM,
Advokasi, Hukum, Penelitian
dan Pengembangan.

“Kita harus mandiri. Yang
akan digarap mulai tahun
ini termasuk akan minta
gedung.Meskisaatiniada

moratorium gedung, tapikita bisa menggunakan dari
instasilain seperti MA atau lainnya,” kata pria kelahiran
Yogyakarta 4 September 1956,

Yang penting sekarang SDM dulu, sistem sedang KY
persiapkan. Jadi nantiuntuk kegiatan PKH dan klinik

etik darilembaga lain seperti polisi dan penegak hukum
lainnya bisa datang ke KY sebagailembaga etik. Tapi saat
ini kita belum ada resources yang mandiri. ltulah yang
menjadi konsen kita sekarang.

www.komisiyudisial.go.id



Untuk klinik etik, selain
edukasi masyarakat
dalam beretika didunia
peradilan, KY menjalin
kerjasamadengan 12
perguruan tinggiyangada
kantor penghubungnya
untuk mengadakan
layanan mobile services.
Jadinantilayanantentang
masalah peradilan
menggunakan mobil
penghubung dan seragam
mengggunakan stiker
dan moto baru “weare
living with etic”. Mobil
inididalamnya seperti

Maret penghubung akan
kita undang ke KY untuk
masalah ini,” kata mantan
pengacaraini.

Klinik etik itu adalah
bagian dari Judicial
Education (JE), tapike
depanklinik etik sesuai
penugasan kelembagaan
kode etik yang akan
dibesarkan dan JE akan
menjadi bagiannya.
Karenadidalamklinik
etik ada tiga topik,
pertama tentangkajian
darisisi keilmuan, yang

Indonesia Corruption Watch

menilai masalah korupsi

di pengadilanjugaharus

menjadiprioritas KY dalam

melakukan pengawasan dan

pencegahan

mobil SIM, ada meja kecil
dengan leaflet, sehingga
masyarakat bisa bertanya
layanan apasajayang
bisadilayanidiKY. Tapiini
hanya sekedar penjelasan
informasi.

“Untuk itu kita harus
siapkanorangyang
memberikan training

of trainer (tot) para
penghubung yangkita
siapkan mudah-mudahan
awal April sudah bisa
mempublikasikan
masalahitu. Karena akhir

(& www.komisiyudisial.go.id

kedua laboratorium bagi
mahasiswa danyang
ketiga adalah pengabdian
pada masyarakat.

“Nah JE bisa dimasukkan
dalam pengabdian
masyarakat apakah
masyarakat penegak
hukum, jaksa, polisi, dan
masyarakat umum. Bisa
disiasatisepertiitu. Jadi
klinik etik yang selama ini
hanya untuk mahasiswa
akan kitajadikan gerakan
nasional. Thats our Idea,”
tegas Sumartoyo.

Terkait dengan amanah
undang-undang terkait
tim promosi dan mutasi
untuk para hakim yang
dibebankan kepada

KY untuk menganalisa
putusanyang sudah
inkrah. Itutidak bisa
dilakukan karenakita yang
hanya 2-3 orang harus
meneliti putusan sekian
banyak.

Sayapunyagagasan
analisis keputusan yang
sudah berkekuatan
hukum harus dibuka
secaraumum diweb. Ini
desainnya sudah ada tapi
belum bisa dilaunching
karena SDM-nya harus
disiapkan. Kita harus
menyiapkan timyang
bisa melakukan verifikasi.
Dalam waktu dekat akan
kita bentuk. Selainitu kita
juga perlu back up dari
para pakar yang minimal
doktor atau profesor yang
akan memverifikasihasil
internal KY.

Setelah verifikasi
teman-temaninternal
dapat persetujuan daritim
pakar berartikita sudah
sahih dan layak untuk
dilepas. Itu nantidibuka
diweb. jika satudua
tahun kita memiliki data
itu, maka kita memiliki
data-data tentang semua
putusan-putusan.

KY terus melakukan
sosialisasi ke masyarakat.
Caranya, pertamakita
desain bahan sosialisasi
agar masyarakat bisa
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menyampaikan laporan
yang presisi. sedangkita
siapkan dan nantiakan
disosialisasikan oleh
PenghubungdanKY
sendiri melaluiweb, viral
film, dan sebagainya.
Ide dasarnya bagaimana
masyarakat bisamembuat
laporan yang pas untuk
KY.

KY tengah gencar
melakukan aktivitas
pencegahandan
peningkatan kapasitas
hakim. Salah satu bentuk
kegiatan peningkatan
kapasitas tersebut adalah
pelatihan-pelatihan bagi
hakim.

Sekretaris Jenderal

KY Danang Wijayanto
mengatakan, pelatihan
yangdilakukan oleh
Bidang Peningkatan
Kapasitas Hakim KY ini
menggunakan metode
“Experimential Learning”.

Metode ini terbilang baru
danunik, yang berbeda
dengan metode pelatihan
kode etik umumnya.

KY pun barukali kedua
menggunakan metode
ini, yang sebelumnya
diadakan pelatihan serupa
didaerah lain.

Kegiatan pelatihan tidak
hanya dilakukan didalam
ruang kelas, tetapi lebih
banyak dialam terbuka.
Inimembuat peserta tidak
jenuh dan lebih fokus pada
materi pelatihan. [
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Kabupaten Siak dinobatkan sebagai Kabupaten

Daerah Otonom Baru (DOB) terbaik se-Indonesia

oleh Indonesian Governance Index (IGl). Di awal

Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten

Siak inimerupakan Wilayah Kewedanan Siak

dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian

berubah status menjadi Kecamatan Siak.

Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi

Kabupaten Siak dengan Ibu Kota Siak Sri
Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999

ebelummemisahkan
diridengan
Kabupaten

Bengkalis, di Kabupaten
Siak telah berdiri zitting
plaats yaitu tempat
sidangdiluar pengadilan
yang berlokasididalam
wilayah hukum pengadilan
dan berfungsisebagai
tempat sidang tetap

untuk penyelenggaraan
persidangan semua jenis
perkarayangdiajukan para
pencarikeadilan.

Pengadilan Negeri

(PN) Siak Srilndrapura
diresmikan oleh Ketua
Mahkamah Agung (MA)
Bagir Manan, pada tanggal
23Februari2006dan
termasuk dalam wilayah
hukum Pengadilan Tinggi
Pekanbaru. Sejakitupula
zitting plaats pun tidak
digunakanlagi. Terletak di
pusat kota Siak tepatnya
diKomplek Perkantoran
Tanjung Agungatau
komplek Gedung Kantor
Bupati Siak,gedung PN
Siak Srilndrapura saatini

@ www.komisiyudisial.go.id

masih berstatus pinjam
pakaidariPemerintah
Daerah Kabupaten
(Pemkab) Siak.

Menurut Ketua PN Abdul
Kadir, PN Siak saat ini
memang belum memiliki
gedungtersendiridan
masihmenggunakan
asset Pemkab, sehingga
darisisibangunanpun
belum sesuaidengan
standar prototype MA.
Sebenarnya PN Siak telah
mendapat hibah Pemkab
berupa sebidang tahan
seluas 9.352m? Tanahitu
telah diberikan pada tahun
2015 dan berada tepat di
belakang kantor yang saat
inidigunakan.Namun
proses pembangunan
gedung belumdapat
dilaksananakankarena
terkendaladenganadanya
moratorium pembangunan
gedungbaruoleh
pemerintah pusat.

Ditambahkan Abdul
Kadir,gedungbaru
sangat diperlukan

gunamemenuhi

standar prototype yang
disyaratkanoleh MA.
Selainitujugasaatini
kamiberusaha memenuhi
persyaratan akreditasi
yangditargetkanoleh
Badan PeradilanUmum
(Badilum) MA. Untuk
menunjang akreditasiitu
tentu kamimemerlukan
saranadan prasarana
yang baik untuk pelayanan
publik, sebab gedung
yang sekarang memilki
keterbatasan saranadan
prasarana untuk menuju
proses akreditasi tersebut.

“Menurut saya selain
kinerja, salah satu penilaian
akreditasiitu termasuk
juga saranadan prasarana.
Untuk sementarainikami
tetap memaksimalkan
gedungyangada

sambil menungguizin
pembangunan gedung di
lahanyangbaru tersebut.
Kalau melihat kondisi
sekarang, PN Siak belum
memenuhistandar.
Kamitetap berusaha

dan berkomitmenagar
terwujud dan tercapainya
akreditasi penjaminan
mutu peradilan
sebagaimanayangtelah
ditentukanoleh Badan
PeradilanUmum MA/
tutur priaasal Perbaungan
Sumatera Utaraini.

SaranadanPrasarana

Selain gedung yang belum
sesuai, kendalayang
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PENGADILAN

dihadapi PN Siak saat ini
antara lain adalah meja
informasi dan pengaduan
yang belum memenuhi
standar pengadilan yang
berorientasipengadilan
yang modern, sesuai
yang disyaratkan untuk
memperoleh akreditasi
danbelum tersedianya
ruanganuntuk menyusui
dansaranabagi
penyandangdisabilitas.

Kendalalainyang dihadapi
adalah belumadanya
ruangsidanganak yang
khusus sebagaimana
mestinyayang mana
masih menggunakan
ruang sidangumum,
ruang mediasiyang masih
dalam kondisi sederhana
danruang tahanan khusus
untuk anak yang masih
bergabungdenganruang
tahanan wanita dewasa.
Untuk saatini PN Siak
hanya memilikiduaruang
tahanan yaitu untuk pria
dewasadan wanita.

Menurut Abdul Kadir,
PN Siak memang
belum membangun
ruang tahanan anak
yangideal, tapi kami
tetap memisahkan
antaratahanan anak
inidengan priadewasa
karenakalau digabung/
disatukan dengan
tahanan pria dewasa
dapat memengaruhi
jiwa atau psikologianak
tersebut. Sedangkan
untuk kendaraandinas,

EDISI
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pria dewasa”

PN Siak memiliki tiga unit
kendaraanrodaempat
yang dipakaioleh Ketua
Pengadilan dan Wakil
Ketua serta Panitera.
Sedangkan untuk
kendaraanrodaduayang
dimiliki sebanyak 12 unit.

Sementarauntuk rumah
dinas, PN Siak mempunyai
enam unitrumah yang
terdiridarisatu unit
untuk Ketua PN dimana
tanah dan bangunannya
pinjam pakai dari Pemkab
Siak, sertalima unit
rumah dimana tanahnya
merupakan pinjam

pakai dari Pemkab tetapi
bangunannyadari MA.

Perkara

Perkara di PN Siak pada
umunya tidaklah terlalu
banyak, dengan kondisi
hakimyang berjumlah
sembilan orang yang
terdiridari 3 majelis hakim.
Volume perkarayang
ditanganiyaitu perkara
pidana + 450 perkara,

+ 40 perkara perdata

EDISI
JANUARI
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gugatandan + 40 perkara
perdata permohonan.
Jenis perkara pidana

yang dominan diadili
adalah perkara narkotika,
pencurian, asusila, dan
kehutanan. Sedangkan
perkara perdata yanglebih
dominan adalah perkara
gugatan yang menyangkut
sengketa kepemilikan hak
atastanah.

Menurut Urusan

Rambe selaku panitera,
pelaksanaan sidang hari
Senin-Kamis difokuskan
untuk sidang perkara
pidanadan perdata.
Sedangkan untuk sidang
tilang dilakukan pada

hari Jumat. “Untuk saat
ini, beban perkara yang
ditanganioleh PN Siak
dirasakan cukup ditangani
denganjumlah hakim
yangada,” ungkap pria asal
Sumatera Utaraini.

Ditambahkan Rambe,
salah satu problem
yang dihadapidalam
persidanganadanya
jadwal persidangan

yang kadang tidak tepat
waktu. Seringkali hakim
dan penuntut umum
sudahberadadiruang
sidang tetapi saksibelum
hadir. Untuk mengisi
kekosongan waktu maka
hakim akan memajukan
terlebih dahulu sidang
untuk perkara pidana
ataupun perdatayang
sudah siap.

“Banyak faktor yang
membuat persidangan
tidak dapat tepat waktu
antara lain keterlambatan
terdakwa dibawake
pengadilan oleh penuntut
umum, serta saksi

danitu biasa terjadidi
pengadilan lainnya.

Untuk itu perlu dibangun
komitmen bersama antara
pengadilan dan kejaksaan
agar persidangan dapat
tepat waktu,” tutur Rambe.

Sumber Daya Manusia
(SDM)

Jumlah pegawaidiluar
hakim berjumlah 17
orang, halinidirasakan

sangatlah kurang karena
ada beberapa pejabat
fungsional dan beberapa
pejabat struktural yang
tidak memiliki staf.

Menurut Sekretaris PN
Siak M. Irwan Tofani
sudah beberapa tahun

ini PN Siak kekurangan
pegawai. Sementaraitu
untuk mengisi kekosongan
pegawaitersebut,

maka diangkat tujuh
tenaga honorer yang
membantu pekerjaan
administrasidanjuga
sebagaitenaga keamanan
yang merangkap sebagai
penerimatamu, yang
pembiayaannya berasal
dariDIPA.

“Ditengah kekurangan
pegawai, kamiterpaksa
memaksimalkan pegawai
yang ada dan mengangkat
beberapa pegawai
honorer, ke depannya kami
harapkan ada pegawai
baru untuk membantu
kami,” tambah Irwan yang
berasaldari Sumatera
Barat.[W

www.komisiyudisial.go.id
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Berawal Dari
film India

i
X

ahirtanggal 2 Maret
1966 diKabupaten
DeliSerdang,

Perbaungan Sumatera
Utara yangsekarang
menjadi Kabupaten
Serdang Bedagai. Latar
belakang Ayah Abdul Kadir
adalah sebagai Pegawai
Negeri Sipil (PNS) biasa
danIbunya seorangibu
rumah tangga. Abdul
Kadir, anak keempat dari
enam bersaudara. Dia

lah satu-satunyayang
menjalani profesi hakim di
keluarganya. Saudaranya
yang lainadayang

bekerja sebagai pegawai
pemerintah danjugaada
yang bekerja sebagai
pegawaibank Ketertarikan
AbdulKadir menjadi hakim
berawal darimenonton
film India. Dalam salah satu
adegandifilmtersebut,
terjadi perdebatanantara

www.komisiyudisial.go.id

jaksa, pengacara,
dan hakim.Hal
itulah yang
melatarbelakangi
Abdul Kadir untuk
menjadi hakim.
Selainituyang
menjadi motivasi
Abdul Kadir menjadi
seorang hakim adalah
untuk terwujudnya
kepastian hukum,
keadilan,dan
kemanfaatan bagi
pencarikeadilan.

“Akhirnyaketika saya
menyelesaikan pendidikan
dibangku Perguruan
Tinggi NegeriFakultas
Hukum Universitas
Syahkuala Darussalam
Banda Aceh, kemudian
sayamendaftar sebagai
Calon PegawaiNegeri
Sipil (CPNS) pada Kantor
Wilayah Departemen
Kehakiman diBanda
Aceh. Selanjutnya setelah
empat tahun bertugas
ditempat tersebut,
sayamendaftarkan diri
untuk mengikuti seleksi
penerimaan calon hakim
diPengadilan Tinggi
Medan dan berhasil lulus.
Penempatan pertama
saya sebagai calon hakim
diPengadilan Negeri
Bangkinang pada tahun
2000.Kemudian tahun
2003 dilantik jadihakim
pertama sekalidi PN

Rengat,” tutur ayah empat
oranganakiini.

Tahun 2007-2010 Abdul
Kadir dimutasike PN Kayu
Agung Kabupaten Ogan
Komering llir Sumatera
Selatan. Tahun 2010 Abdul
Kadir dimutasi menjadi
hakim kelas IB di PN Dumai
selamatiga tahun.Pada
tahun 2013-2016 Abdul
Kadir mulaimengabdidi
PN Liwa Lampung Barat.
Lalu terhitungdilantik 15
Desember 2016 Abdul
Kadir dimutasimenjadi
ketuadi PN Siak Sri
Indrapura.

Pandangan Hukum

Menurut Abdul Kadir,
sistem hukumdilndonesia
inimasih menganut

asas legalitas sehingga
hakimitu sebagai corong
Undang-Undang (UU),
apayangadadinorma
Undang-Undangitulah
hukumnya. Menurut Abdul
Kadir, hakikat seorang
hakim harus mampu
memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu
perkarameskipun tidak
sesuaidengan normayang
adadidalamketentuan
perundang-undangan
yang berlaku.
Norma-normayang
adadidalam ketentuan
perundang-undangan
itukadangkalasudah
tidak sesuailagidengan
norma-norma yang hidup
didalam masyarakat

dan memenuhirasa
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keadilan, sehingga
putusan hakim diharapkan
dapat bermanfaat serta
mempunyaikepastian
hukum bagi pencari
keadilan, sehingga
masyarakat dapat menilai
sendiriputusan yang
bersifatideal sebenarnya.
Ditambahkan Abdul
Kadir, hakikat hukum
itumemang menarik
untuk dikaji. Dia bukan
matematik, tidak pasti, dan
bisa berubah-ubah karena
mengikuti perkembangan
zaman. Makadariitu,
hakim harus menggali
ilmunyaitu agar dapat
mengikuti perkembangan
zaman.

“Sepanjang UUitumasih
relevan dengan nilai-nilai
yang hidup dimasyarakat,
tentu kita tidak boleh
menabrak UU tersebut.
Akan tetapi masih ada
ketentuan UU yang tidak
sesuailagi contohnya,

ada suatu UU yangdiatur
dengan batas minimal
dan maksimal, padahal
faktanyadipersidangan
perbuatannya tidak
sesuaidengan batas
minimal hukuman. Apa
kita harus mengikutiitu?
Kalau sayaberpendapat
bahwa seorang hakim
tidak terikat dengan
ketentuan sebagaimana
yangdiuraikan tersebut di
atas, karena tujuan hukum
adalah untuk kepastian
hukum, keadilan, dan
kemanfaatan,” tutup Abdul
Kadir. [
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Penghubung KY Sumut Gelar
Sarasehan dan Peresmian
Kantor Baru

‘Diskusisantai agiitu, kantor Penghubung didaerah adalah untuk mendekatkan
dan peresmian Komisi Yudisial (KY) Wilayah dirikepada para pencarikeadilan,” jelas
kantorb Sumatera Utara (Sumut) mulai Farid saat membuka sarasehan berjudul
antor baru ramaididatangi puluhan orang. Ketua Berinovasidalam Melayani Masyarakat
Penghubung BidangHubungan Antar Lembaga KY lewat Penghubung Komisi Yudisial (PKY)
. s . s Farid Wajdi sengaja berbincang santai Sumatera Utara, Rabu (01/03) di Kantor
Komisi Yudisial ]
i dengan parajejaring KY diMedan. Sambil ~ PKY Sumut, Medan.
W11ayah duduk lesehan, obrolan seputar KY dan
Sumatera Utara cita-cita mewujudkan peradilan bersih Dalam kesempatan itu hadir dari
. pun mengalir. perwakilan elemen-elemen masyarakat
d1harapkan dapat diMedan dariunsur LSM, perguruan
mengoptimalkan “PenghubungKY adalah bagian tinggi, aparat daerah, dan praktisi
. ariKY.Penghubun ertugas ukum.Acaranisebagaiupayauntu
£ d dariKY. PenghubungKY bertug hukum.A ini sebagai upay k
ungsidan peran menghubungkanKY dipusat dengan mendekatkan KY dengan seluruh stake

Komisi Yudisial” didaerah. Keberadaan Penghubung KY holder di wilayah Sumut, khususnya

Komisi Y SANUAR ® www.komisiyudisial.go.id
OMISIYUDISIAL | JANUARI : yudisial.go.



Medan. Mengingat
keberadaanKY hanya

di Jakarta, sehingga
PenghubungKY Wilayah
Sumut diharapkan dapat
memberikan kemudahan
akses bagipara pencari
keadilan.

“Namun sampai
saatinikewenangan
penghubung masih
terbatas, sehingga kami
sangat berharap banyak
masukan untuk perbaikan
ke depannya,” ujar
mantan Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Utaraini.

Aspirasi Jejaring untuk
Perbaikan Peradilan

Sesuaiamanat
undang-undang, KY
diberikan tugas untuk
menerima laporan dari
masyarakat berkaitan
dengan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH).
Kehadiran Penghubung
KY memberikan
kemudahan bagi
masyarakat dalam
menyampaikan laporan,
meningkatkan efektivitas

pemantauan persidangan,

dansosialisasi
kelembagaan dalam
rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

Salah satutugas
PenghubungKY terkait

® www.komisiyudisial.go.id

pemantauan persidangan
menjadi salah satu poin
aspirasiyangdisuarakan.
Siska Barimbing yang
merupakan salah satu
pesertasarasehan
berpendapat, masih
banyak kendala dalam
berperkara dilapangan.
Bahkan, ketika dirinya
meminta bantuan
pemantauan kepada

KY, alasan sumber daya
manusia sering menjadi
kendala untuk melakukan
pemantauan peradilan.

“Sehingga pengawasan
didaerah tidak tersentuh,
karena sulit diawasi
karena keterbatasan
SDMdan anggaran,” ujar
praktisi hukum Sumutini.

Kepuasan para pencari
keadilan terhadap

kinerjaKY jugamenjadi
perhatian para peserta.
Masyarakat berharap KY
dapat lebih maksimal
dalam menanganilaporan
pengaduan masyarakat.

“Terkait hasil penanganan
laporan masyarakat,
masih banyak pihak yang
belum puas. Selainitu,
masih ada kesan juga bila
KY hanyamencari-cari
kesalahan hakim.KY
belum memberikan
perlindungan kepada para
hakim,” keluh Ibrahim.

Acarayangdihadiri
berbagaielemen
sepertiNGO, organisasi
masyarakat, akademisi
dan mahasiswa, serta
media massa inimemang
forumuntuk menyerap
aspirasijejaringKY. Tanpa
peran sertadandukungan
jejaring, pelaksanaan
wewenang dan tugas KY
tidak akan optimal.

Ericson, salah seorang
peserta sarasehanyang
merupakan perwakilan
dariLBH Trisila,
mengapresiasiacaraini.
Menurutnya, KY harus
lebih mengintensifkan
komunikasidengan

GAUNG

DAERAH

jejaring didaerah agar
terciptahubunganyang
lebih bersinergi. “Ke depan
diperlukan sinergiantara
KY dan PenghubungKY
untuk wujudkan peradilan
bersih,” ujar Ericson.

Peresmian Kantor Baru
Penghubung KY Sumut

Selain menggelar
sarasehan, sebagai
acarapuncakadalah
peresmian penempatan
kantor baru Penghubung
KY Wilayah Sumut yang
terletak di JalanSTM
No.74, Medan. Kantor
Penghubung KY Wilayah
Sumutinimerupakan
hibah dari Pemerintah
Provinsi Sumut. Kantor
Penghubung KY Wilayah
Sumut merupakan kantor
penghubung kedua
setelah di Semarangyang
kinitelah diresmikan di
Indonesia.

Dalam kesempatan itu,
Ketua KY Aidul Fitriciada

"Penghubung KY adalah bagian dari KY.

Penghubung KY bertugas menghubungkan

KY dipusat dengan di daerah. Keberadaan

Penghubung KY di daerah adalah untuk

mendekatkan diri kepada para pencari

AARET 201
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Azharibersama Gubernur
Sumut Tengku Erry Nuradi
meresmikan Kantor
PenghubungKY Wilayah
Sumut. Peresmian
ditandaidengan
pembubuhantandatangan
olehkeduanya diKantor
PenghubungKY Wilayah
Sumut, Kamis (02/03).

“Kamimengucapkan
apresiasiterhadap
berbagai pihak, terutama
kepada Bapak Gubernur
Sumut yang sudah
meminjamkan atau
merelakan gedungnya
agar ditempatioleh Kantor
PenghubungKY di Sumut
ini. Dan kamiucapkan
terimakasih Pak Erry
dengan penghargaan
yang setulus-tulusnya,

mudah-mudahan amanat
yang Bapak berikan ini
bisakamijaga, dirawat dan
dimanfaatkan sehingga
bisamencapaitujuandari
penggunaan kantor ini,”
ujar Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta
ini.

Aiduljugaberjanjiadanya
PenghubungKY ini

agar masyarakat bisa

lebih mudah mengakses
KY. Kehadiran kantor
penghubungKY ini, lanjut
Aidul, diharapkan akan
memudahkan layanan KY
terhadap masyarakat yang
inginmencarikeadilan atas
dugaan pelanggaran etik
hakim dalam memutuskan
perkara.

Gubernur Sumutjuga
menyampaikan harapan
serupa atas peresmian
kantor Penghubung

KY Sumut yang baru.
Menurutnya, peresmian
kantor baruiniadalah
bagian dariupaya untuk
optimalisasi peran KY
dalam menjalankan tugas
danwewenangnya.lajuga
berharap agar fasilitas

ini bisa dimanfaatkan
sebaik-baiknya untuk
melayani masyarakat demi
mewujudkan peradilan
bersih

“Peresmian menempati
kantor baru hariini
merupakan kebahagian
bagikitasemuaguna
optimalisasi peran dan
fungsiinstitusiyang

berperan mewujudkan
kekuasaan kehakiman
yang merdeka,” ujar
TengkuErry.

lajuga mengatakan,
pemerintah dan
masyarakat Sumut

akan mendukung
segalaupayaKY dalam
rangka mewujudkan
peradilan yang bersih dan
bermartabat. Hadir pada
kesempatanitu Kapolda
SumutRycko Amelza
Dahniel, Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Medan
Sabungan Parhusip,
Ketua Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Negeri
Wilayah Sumut, dan unsur
Muspida Provinsi Sumut.,

Peresmian menempatikantor baru Penghubung KY Sumut yang dihadirioleh

Ketua KY Aidul Fitriciada Azharibersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi,
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Faridi Wajdi,
Kapolda Sumut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua PN Medan serta
unsur Muspida lainnya. .
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Pembahasan Undang-

Undan

Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

Noercholys

Judul :Pembahasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Edisi kedua
Penulis : R.Wiyono, S.H.

JumlahHalaman : xiv + 326 halaman
Penerbit : Sinar Grafika
Tahun :1. Jakarta 2008, II. Jakarta2009

PEMBAHASAN

PEMBERANTASAN
TINDAKf ] PIDANA

KO RUPSI

R. Wiyono, S.H.

£ SINAR CRAFKA
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engertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU
PNO.31 Tahun 1999, “Tindak Pidana Korupsi

adalah setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Berbicaramengenai UU Tipikor, terdapat banyak
permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam
penerapannya. Halinitidak terlepas dari kompleksitas
pengaturan Tipikor dalam UU itu sendiri. Untuk
mengurangi keberagaman penafsiran hukumyang
kerap timbul dari UU Tipikor inioleh aparat penegak
hukum, maka R. Wiyono menulis buku Pembahasan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Buku inimencoba membantu pembaca untuk
menafsirkan UU Tipikor, pasal demi pasal, ayat demi
ayat, dan kata demikata. Buku ini dibagi menjadi
empat bagian dimana bagian pembahasan terdapat
pada bagian dua sampaiempat, dan dilengkapidengan
lampiran UU Tipikor.

R. Wiyono menafsirkan UU Tipikor dengan melakukan
pendekatan gramatikal dan historis dengan

membuat penafsiran dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan lainnya dan berdasarkan praktek
peradilan pidana yang telah berlansung selamaini.

R. Wiyono tidak melulu memberikan pandangan
pribadinya, tapijuga mengutip pandangan dari penulis
buku lain untuk didapatkan penafsiran yang lebih
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Tindak pidana korupsi
(Tipikor) adalah permasalahan
yang menjadi momok di
dunia. DiIndonesia perilaku
korupsisudah sangat

meluas dan telah masuk
sampaikeseluruh lapisan
masyarakat. Untuk menghalau
perkembangannya, Indonesia
memiliki Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun
2001.

......................................................

sempurna. Penafsiran
dilakukandariperumusan
tindak pidana korupsi,
ketentuan umum, dan
pasal secaraberurutan.

Kelebihan bukuiniadalah
penafsiran yang dilakukan
sangat mendetail dan
diberikan pula contoh
kasus sehingga pembaca
dapat memahamiapayang
membuat dasar pembuat
UU membuat norma

EDISI
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hukum dalam UU Tipikor
sepertiitu.

Bukuinimenjelaskan
tentangaspek-aspek yang
adadalam Tipikor tersusun
sangat sistematis, setiap
bagian-bagian tersusun
rapidanrinciseperti
pengertian Tipikor,
struktur perbuatan pidana
Tipikor, sifat melawan
hukum, sanksi, peradilan
Tipikor, hingga peran
masyarakat. Untuk
menjelaskan aspek-aspek
hukum pidanayang
terkandung dalam buku,
maka buku ini dilengkapi
denganberbagaipendapat
paraahli.

Disampingitu, bukuini
jugadilengkapidengan
contoh-contoh kasus yang
relevan untuk menjawab
pertanyaan yang muncul
dalambukuini. Detail yang
adadalam bukuinibahkan
akan mudah dipahami
oleh merekayangawam
denganilmuhukum
karenadijelaskandengan
bahasayangdibuat tidak
terlalu rumit.

Untuk penegak hukum
bukuinidapat membantu
dalam menerapkan
pasal-pasal yang akan
dikenakandalam perkara
Tipikor karena ditulis
oleh pakar yangtelah
lama berkutat dalam
dunialitigasi sehingga
pemikirannya dapat
dipertanggungjawabkan.

Setiap buku pasti
mempunyaikelebihan

dan kekurangan diantara
buku-buku yang lain.
Setelah mempelajari
karakteristik bukuini,
kelemahan utamanya
adalah penjelasan yang
sangat mendetail sehingga
menutup ruang pembaca
yang keilmuannya kurang
untuk dapat memberikan
pandangan laintentang UU
Tipikor.

Selainitu, karena buku
dicetak tahun 2009,
perkembangan Tipikor
hingga saat resensiini
ditulis telah sangat pesat
denganberbagaiazas dan
pandanganbarudaripara
ahlikarenabanyaknya
tipe kasus baru yang
terungkap. Sehingga

jika pembacahanya
berpatokan pada bukuini
dalam mencaripenafsiran
UU Tipikor makakurang
factualuntuk beberapa
kasus yang telah terjadi
saatini.

Darikelebihan-kelebihan
bukuini, diharapkan
pembaca dapat
memahamiinti
dalambukuinisecara
menyeluruh dan dapat
menjaditambahan
reverensiilmu bagi
pembaca. Bukuini
disarankan bagipenggiat
hukum karena sangat
membantu dalam
memahamiisi UU Tipikor.

www.komisiyudisial.go.id
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Sebagaiorgan resmi Komisi

Yudisial (KY) yang berada di

daerah, Kantor Penghubung

Komisi Yudisial (PKY) memiliki

peran dan posisi strategis

sebagal ujung tombak tempat

pencari keadilan mengadukan
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ketidakadilan.

antor Penghubung
KY (PKY) berada
dilingkaran

terluar yang paling dekat
dengan masalah. Karena
posisinyaitulah PKY
dituntut untuk mampu
menjawab ekspektasi
masyarakat yang begitu
tinggibagilahirnya
peradilan bersih. PKY juga
dituntut untuk mampu
menggerakkan partisipasi
masyarakat dalam
meresponisu-isu terkait
problematika peradilan.

Ketua Komisi Yudisial
(KY) Aidul Fitriciada
Azharimengatakan,
kehadiran PKY diharapkan
memudahkan layanan
KY terhadap masyarakat
yangingin mencari
keadilan atas dugaan
pelanggaran etik hakim
dalam memutuskan
perkara.

“Peranankantor PKY di
daerah sangat penting.
Mengingat dengan adanya
kantor PKY didaerah
dapat lebih mendekatkan
KY kepada masyarakat.
Dengan adanya PKY ini,
KY akan lebih efisien
mensosialisasiagar
masyarakat lebih mudah
mengakses terhadap KY,”
kata Aidul.

Sementara Anggota KY
Maradaman Harahap,
menyampaikan

bahwa dalam rangka
memaksimalkan peran
kantor PKY dalam
menjalankan wewenang
dantugasnyadidaerah,
maka perlu dilakukan
serangkaian dukungan
serius, mulaidari
infrastruktur, sistemdan
mekanisme kerja, serta
saranadan prasarana
sampaipada peningkatan
kapasitas SDM, baik yang
bersifat hard competence
maupun soft competence.

Selainitu,dalam
memaksimalkan
pelaksanaan wewenang
dantugas PKY perlu
adakoordinasi, sinergi,
integrasi, dan konsolidasi
antaraKY ditingkat pusat
dengan PKY ditingkat
daerah.

“Peningkatan kualitas
layanan PKY inisungguh
tepat dan penting
dilaksanakan mengingat
fungsi PKY didaerah
adalah membantu

tugas-tugas KY
sebagaimana disebutkan
dalam penjelasan Pasal
3Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 tentang
KY,”ujar Maradaman.

Penguatan kantor PKY
sejalan dengan penguatan
kelembagaan diharapkan
sebagai momentum bagi
para PKY didaerah untuk
meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat
pencarikeadilan yang
merasa dirugikan haknya
karenaadanyadugaan
pelanggaran kode etik
dan pedoman perilaku
hakim yang dilakukan oleh
hakim.

“Saya berharap ada
keselarasan persepsibagi
para PKY didaerah agar
tugas dan wewenang
PKY selaras dan seirama
dengan kebijakan KY
sehingga para PKY
memahamiapa saja

yang boleh dan tidak
boleh dilakukan,” harap
Maradaman.

Untuk memperluas akses
masyarakat terhadap
KY,undang-undang
mengamanatkan KY
untuk membentuk
penghubungdibeberapa
wilayah.

“PKY merupakan

perpanjangan tangan
KY didaerah untuk

www.komisiyudisial.go.id
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‘Jadidari sisipenguatan KY yang

utama dalah penguatan status dan

saatinikita sedang mendekati p1hak

men PAN untuk diskusi soal 1tu

dalam pemeriksaanjuga sedang

digodok diinternal KY" |

mengoptimalkan tugas
danwewenangKY yang
telah diamanatkan
undang-undang,” ujar
KetuaBidang Hubungan
Antar Lembaga dan
LayananInformasiKY
Farid Wajdi.

Menurut Farid, PKY
bertujuan untuk
memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam
menyampaikan laporan,
meningkatkan efektivitas

pemantauan persidangan,

dan sosialisasi
kelembagaan dalam
rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

“Dengan adanya PKY di
daerah akses masyarakat
untuk mewujudkan
peradilan bersih semakin
mudah,” ujar Farid.

www.komisiyudisial.go.id

Farid menuturkan,

untuk mengoptimalkan
peran PKY didaerah
perlubantuan dari
berbagai pihak, termasuk
pemerintah daerah yang
akan menjadimitra PKY.

Majalah Komisi Yudisial
berkesempatan
mewawancarai Anggota
KY/Ketua Bidang
Hubungan Antar Lembaga
dan LayananInformasi
merangkap Juru Bicara
KY Farid Wajdi. Berikut
petikan wawancara
Majalah Komisi Yudisial
dengan Dekan Fakultas
Hukum UMSU periode
2009-20131ni.

Bagaimanastrategi
penguatan kantor
PKY?

Penguataninternal lebih
pada pemahaman untuk

memperkuat dalam
rangka menopang kinerja
KY. Jika selamainiada
sedikit hal yang kurang
harmonis dengan pihak
ketiga sepertidengan
pemangku kepentingan
lain seperti pengadilan,
itu merupakan ekses
darihubunganantara

KY dengan Mahkamah
Agung (MA) yang ifatnya
dinamis fluktuatif,
walauitu hanyacara
melihat persoalan

saja. Di Australiayang
ketua KY-nya adalah ex
officio ketua pengadilan
setempat mencair setelah
30tahun.

KY anak yang lahir
darikebutuhan MA,
kemudian dalam proses
yang ada terjadi proses
tarik menarik tafsir dan
kepentingan adalah
sesuatu yang wajar dan

MARET 2017

Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembagadan Layanan
Informasi.

saya tidak melihat ini
sebagai sesuatu yang
mengurangi makna
atau signifikansi kedua
lembaga.

Dalam konteks hubungan
negara terjadi hubungan
pasangsurutantara

KY dan MA sesuatu

yang wajar, itu lebih
memperkuat check dan
balances. Justrukalau
antara KY dan MA terjadi
kemesraan justruyang
dirugikan kedualembaga
terlenadalam hubungan
yang harmonis padahal
yang dibutuhkan bukan
hubungan yang harmonis
saja tapijuga harmonisasi
kerjaantara dualembaga.

Efeknyabagiyang
bekerja dikantor PKY,
tapiinitidak semua.
Adabeberapa. Berdasar
pengalaman bukan

Komist YupIsiaL E
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karena kelembagaan tapi
tergantung subjeknya.
Ada PKY yang memiliki
hubungan yang baik
dengan pemangku
kepentingan didaerah,
namun jugaadayang
berkiblat hanya ke MA.

Padahal dalam konteks
ketatanegaraan tidak
ada hubunganyang
terganggu antaraKY dan
MA. Toh kalau terjadi
pemanggilan hakimoleh
KY, MA tidak pernah
menghalangi.

Dibeberapadaerah
pengadilan terbuka,
bahkan meminta KY
memantau perilaku
para hakimnya tapi
memang ada daerah lain
yang terkesan menutup
diri. Tapi sepahaman
saya, hanya terkait pola
komunikasisajaantara
PKY dengan pengadilan

EDISI
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setempat atau KY dan MA
secaraumum.

Denganadanya
Kebutuhan KY hadir
didaerah,bagaimana
penguatannya?

Yang selamaini
dikeluhkan adalah status.
Pilihan yang paling
realistis adalah PPPK.
Kalau harus jadiPNS
ternyata adayanglewat
umur atau mereka harus
mengikutiprosedur
menjadi PNS melalui
CPNS, dan tidak semua
personil PKY siap jadi
PNS atau PPPK karenaini
soal pilihan.

Darisisikomitmen KY
ingin memperijelasitu.
Termasuk tawaran yang
berkembang diKY untuk
jadikoordinator harus
setaraeselon 4 atau
eselon 3. Apakah nanti

disetarakan perwakilan
dangan tidak merubah
nomenklatur atau dengan
model unit pelaksana
teknis atau UPT atau
model kantor wilayah.

Sebenarnyaini

masih dalam proses
pembahasan tapisecara
khusus diharapkan
tahun 2017 bisa selesai
termasuk pengadaan
kantor PKY.

Selamainidengan sistem
kontrak maka kantor PKY
harus dikuatkan (kantor
tetap), karena kantor PKY
yang berpindah-pindah
terkait dengan eksistensi
PKY danKY.

Sampaitahapini, dari
12 kantor PKY, tiga
sudah memiliki kantor
tetap yaitu Semarang,
Medan, dan Palembang.
Diharapkan ke depan

minimal 50 persen dari
kantor PKY yang tersisa
sudah memiliki kantor
permanen atau difasilitasi
dariPemda.

Sebenarnya, yang
utama memperkuat KY
adalah PKY danjejaring.
Kemudian nantiada
delegasi wewenang
dariKY ke kantor PKY.
Kalau diundang-undang
disebutkan fungsi PKY
adalah sosialisasi,
menerimaaduan, dan
advokasi.

Fungsiyang disebutkan
adatigadandiharapkan
lebih jauh nantijika ada
proses advokasiyang
betul-betul dibutuhkan
pengadilan setempat.
Diharapkan peran

PKY juga harus bisa
melakukan komunikasi
yang baik dalamrangka
advokasi preventif.

Sumartoyo
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan.

www.komisiyudisial.go.id
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Selainitu, dalam kaitan
advokasi dimungkinkan
setelah KY melakukan
penandatanganan
dengan Polridalam hal
termasuk penyadapan
berdasar permintaan

KY dan memungkinkan
pelibatan penggabungan
dengan Polda setempat
untuk dilakukan advokasi
danterkait delegasi
wewenang dimungkinkan
untuk pemeriksaandi
luar terlapor, diharapkan
menuju ke sana,

Jadidarisisipenguatan
KY yangutama adalah
penguatan status. Saat
ini kita sedang mendekati
pihak Kemenpan-RB
untuk diskusi soal itu.
Kedua soal delegasi
wewenang dalam
pemeriksaanjuga sedang
digodok diinternal KY.

Danyangpalingutama
adalah SDMyang
memiliki keterampilan
dan skill yang lebih
tinggi setidaknya setara
denganKY.Karena
pengalaman ternyata
masih ada ketimpangan
antaradaerah PKY satu
dengan yang lain terkait
administrasi maupun
komunikasi serta
kemampuan SDM-nya.

Tahun 2017 adarapat
konsolidasiKY dan PKY
dalam konteks evaluasi
kinerja danbukandalam
kaitan memperbanyak
atau tidak tapi mendeteksi

www.komisiyudisial.go.id

kelemahan dan
membangkitkan potensi

dan kekuatan yang dimiliki

PKY.

Kita telah melakukan
pemetaan, adatiga
klasifikasiinternal. Ada
yang sudah mapan,
adayang menuju
mapan dan memang
perlu diperhatikan baik
menyangkut SDM,
komitmen, kebersamaan
maupun prasarana
banyak yangharus
dibenahiKY.

Jadi perlu pelatihan
terus menerusdan
standarisasibagi
PKY?

lyatepat sekali. Akan
adaupaya standarisasi
saranaprasaranadan
penguatan SDM dan
lebih jauh menanamkan
internalisasidanKY di
kalangan PKY.

Apakah ada keinginan
untuk menambah jumlah
kantor PKY?

Jadibegini, penambahan
dan pengurangan sangat
terkait dengan APBN. Jadi
pembentukan PKY tidak
hanya sebatas disetujui
KY, tapijuga disetujui
MenteriKeuangan,
Kemenpan-RBdan
dikonsultasikan dengan
DPR terkait keuangan.

Tidak harus diseluruh
Indonesia ada, karena

KATAYUSTISIA
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KY harus
menjadikan kantor
penghubung sebagai
anak kandung sebab
kalautidak, anggaran
negarayang digunakan
untuk penguatan KY
selamaini tidak akan
maksimal.

dalam undang-undang
tidak menyebutkan

dan hanyakata dapat.
Indikator pembentukan
penghubung terkait
laporan yang masuk,
registrasiperkaradan
wilayah atau geografis,
volume perkara atas
dasar laporan yang masuk
kemudian dimungkinkan
faktor geografis dan
laporan yang masuk.

Harapan terhadap
penguatan kantor
PKY?

KY harus menjadikan
kantor PKY sebagaianak
kandung sebab kalau
tidak anggarannegara
yang digunakan untuk
penguatan KY selamaini
tidak akan maksimal.

MARET 2017

Harus ada penguatan
terkait nilai-nilaike-KY-an
dalam diri para PKY dan
lebih jauh harus ada
persamaan persepsi

antar kantor PKY dengan
KY maupuninternal KY
untuk melihat eksistensi
kantor PKY. Tanpaitu sulit
melakukan penguatandan
interaksi eksistensikantor
PKY.

Sebagaipengawas

etik seluruh hakim di
Indonesia, KY akan
lebih memaksimalkan
keberadaan PKY untuk
membantu dalam
menjalankan wewenang
dantugasnya. Selain
itu, KY juga akan
meningkatkan komunikasi
denganjejaring-jejaring
didaerahagar dapat

EDISI
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berkoordinasidengan
PKY.

“Kamijuga
menginstruksikan kepada
PKY agar menjalin
komunikasiyangintens
denganjejaring yangada
didaerah masing-masing.
Karenadengan sumber
daya manusiaKY yang
terbatas, akan sulit bagi
KY untuk melaksanakan
tugasnya tanpa bantuan
rekanjejaring,” ujar Ketua
Bidang Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas
Hakim KY Joko Sasmito.

Wakil Ketua KY Sukma
Violetta mengatakan
sebagian warga pencari

EDISI
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keadilan mengadu ke luar
karenamasyarakat kurang
mendapat informasi
mengenai wewenang dan
tugasKY.

Lebih lanjut Sukma
menjelaskan, dalam
melakukan penanganan
laporan masyarakat yang
masuk harus melewati
serangkaian tahapan yang
memang membutuhkan
waktu yang cukup

lama. Karenaitulah, KY
mencoba menerapkan
penanganan laporan
harus selesaidalam 60
hari.

“KY jugasedang
melakukan kajian

terhadap teknis yudisial,
sehingga diharapkan
adakesepakatan antara
KY dan MA terkait hal
tersebut. KY memang
ingin memfokuskan
tugasnya pada
pembinaan, bukan
sekadar pengawasan.
Untuk sosialisasikita
kurang memanfaatkan
sumber daya
stakeholders. Sosialisasi
kurang apalagi menjalin
hubungan dengan
pelapor,” papar Sukma.

KetuaBidang Sumber
Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian

dan Pengembangan
Sumartoyo menyoroti

-
- OMIS| Yunisa,
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pentingnya penghubung
sebagai perpanjangan
tangan KY didaerah.

“ldealnya ada
penghubungdi setiap
ibukota provinsidi
Indonesia. Sehingga
KY sangat dirasakan
kehadirannya,” ujar
Sumartoyo.

Keberadaan Kantor PKY
didaerahinibertugas
melakukan pengawasan
perilaku hakim di semua
lingkungan peradilan di
seluruh Indonesia. Jumlah
hakim sekitar 8000
orang, tidak mungkin bisa
diawasi semua oleh KY
dari Jakarta.[@

Ketua KY Aidul Fitriciada Azharibersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi
meresmikan Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut dan disaksikan oleh Ketua
Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Faridi Wajdi, Kapolda
Sumut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta unsur Muspida lainnya.
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AlJ Day
Tenaga Ahli KY

Peristiwa lain yang dikenal dengan peristiwa UUNomor 1Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Bom Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 di Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Bom Bali,

Padoy’s Café dan Sari Club di Pantai Kuta yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2003.
Bali yang menewaskan 186 orang adalah pemicu
lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Dikeluarkannya dua UU inijelas bahwa lahirnya UU
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme dipicu oleh terjadinya peristiwa Bom Bali
Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian menjadi padatanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa Bom Bali
UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana tersebut merupakan peristiwa yang terjadi setahun
Terorisme. Selain itu, telah diterbitkan pula setelah peristiwa peledakan World Trade Center
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang : (WTC) diNew York, Gedung tertinggidi USA yang
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti merenggut nyawa sangat banyak sehingga timbul
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d N bahwa Perpu ‘

dibudt karena terjadinya

perisiwa WTC.
= Sesufi§guhnyajauh
seb terjadinya
peristiwa Bom Bali (terjadi
sebelum peristiwa WTC)
sudah sering terjadi
perbuatan-perbuatan
yang dapat digolongkan
sebagaiperbuatan
terorisme sehingga
sudah adaRancangan
Undang-Undang (RUU)
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme,
malah sudah adaRUU
yang keenam yang
disusunoleh sebuah tim
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yang berasal berbagai
kalangan seperti
Pemerintah, POLRI, TNI

danjuga akademisiserta ‘
perwakilan yang dikenal

sebagaicivil society.

Pada waktu Perpu
tersebut dibuat memang
sudah terjadisejumlah
peristiwa, seperti
peristiwa peledakan
Bom diKatedral pada
malam Natal tahun 2000
di Jakarta, peledakan
bom Bursa Efek Jakarta,
Kedutaan Filiphina, Atrium
Senen, Supermarket
Cijantung, danlain-lain.
Yangagak krusial pada

ktulPerpu dibudt adalah
adany@ keinginaf@intuk
emBerlakukan Perpu

N@mPRI Tahun 2002
tefsellt. Pada semua
peristiwa pemboman
di@sumsikan dengan dalil
galkhwa terorisme adalah
¢fifne againts humanity

kejahatan terhadap

anusiaan. Halini

tiakan bertentangan
denhganasas yangselama
ini berlaku dalam hukum
pidanayaitu,asasnon
retroaletif darisuatu
ketentuan hukum pidana,
yangjuga merupakan
asasyang berlaku secara
universal sepertimisalnya

Rom@btatute 1898.
Dalam hukum pidana
Indonesiaasasini
tercantum pada Pasal
Tayat (1) KUHAP yang
menyatakan: “Tiada suatu
perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan
aturan pidanadalam
perundang-undangan
yang telah ada sebelum
perbuatan dilakukan’.
(Catatan:Istilah perbuatan
dalam Pasal TKUHAP
tersebut diterjemahkan
darikata feit, yang
mempunyaiartiyang
tidak tepat samadengan
perbuatan atau daad.

www.komisiyudisial.go.id




Asasiniyangoleh Von
Feurbach dirumuskan
sebagai: nulumdelictum,
nula poena, sine prae
vialegipoenale. Dikenal
dengan teoripsycho
logische zwang, tegasnya
bahwa UU tidak dapat
diberlakukan surut atau
nonretroactief.

Dilndonesia, asas non
retroactiefinidipertegas
dalamPasal 28l ayat (1)
yaitu pada perubahan
pertama (amandemen
kesatu). Yang menyatakan
hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak untuk
kemerdekaan pikiran dan
hak untuk diakui sebagai
pribadidihadapan hukum
dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah
hak asasimanusia yang
tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun.

Atas dasar konstitusi
inilah, maka UU Nomor

16 Tahun 2003 yang
memperlakukan UU
Nomor 15 pada peristiwa
Bom Balidinyatakan tidak
mempunyai ketentuan
hukum yang mengikat
oleh putusan Mahkamah
KonstitusiNomor 013/
PUU/2003tanggal 23 Juli
2004. Putusan Mahkamah
Konstitusiinitelah
menimbulkan kesulitan
karena ada seorang pelaku
Bom Baliyang belum
ditangkap, sedangkan
teman-temannyayang
lain sudah diadilidan

www.komisiyudisial.go.id

dieksekusi, berdasarkan
UUNomor 16 Tahun 2003
memperlakukan UU
Nomor 15 Tahun 2003
pada peristiwa Bom Bali.

PENGERTIAN
TERORISME

“Terrorismhas been
defined as the substate
application of violence

or threatened violence
intended to show panicin
society, to weaken or even
overtrow theincumbents,
andto bring about political
change. It shades on
accasioninto guerrilla
warfare (although unlike
guerillas, terrorist are
unable or unwilling to
takeor hold territory) and
even asubstitute for war
between states” (Lequeur,
1996).

Secaraetimologis istilah
terorisme berasal dari
bahasaLatinterreo
yang berarti menakuti,
mengejutkan (Kamus
BahasaLatin W.JSPurwa
Darmirtac.s). Secara
internasional mengenai
definisiterorisme

masih belum ada
kesepakatan yangbulat,
karena masing-masing
negara melaluilegislasi
nasionalnya memberi
definisisendirisesuai
kepentingan nasionalnya.
Namun demikianintinya
adalah perbuatan/
tindakan kekerasan

oleh seseorangatau
sekelompok orangyang

terorganisasi/atau

tidak dengan tujuan
menimbulkan rasa takut
yang meluas dalam
masyarakat karena akibat
yangditimbulkan secara
massal baik berupa
nyawa atau benda, karena
kerusakan dan korban
massal yang menimbulkan
rasa ketakutandalam
masyarakat.

Kamiakan mengutip
beberapa definisi dari
berbagainegarauntuk
diperbandingkan
dengan pengertian
terorisme menurut
perundang-undangan
Indonesia. DiUSA, Central
Intelligence Agency (CIA)
merumuskan terorisme
sebagaiberikut: “The
threat or use of violence
for political purpose by
individual or groups,
whether acting for or in
oppinion to established
govermental authority,
whensuch actions are
intended to shock or
intimidate at target
group wider than the
intimidate victims”.
Daridefinisiiniterlihat
bahwa tujuan perbuatan
atau tindakan tersebut
adalah menimbulkan
keguncanganjiwa

atau mengintimidasi
masyarakat.

SelaindariClA tersebut,
adapula United States
Code dengan definisi
terorisme sebagai:
“Premidated politically
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motivated violence
perpetuated against
non-combatant targets,
usually intended to
influence an audience”.
Begitujugadengan
sejumlah negarayang
membuat definisinya
masing-masing antara
lain negara-negara
Arabdengan The Arab
Convention of the
Suppression of Terrorism.
Negara-negara Eropa
dalam upaya membasmi
terorisme melalui
European Convention
on the Suppression of
Terrorism merumuskan
perbuatanterorisme
adalah tindak pidana
politik.

Bagaimana di
Indonesia?

Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003 yang
menetapkan Perpu
Nomor 1Tahun 2002 tidak
memberidefinisiterorisme
sebagailazimnya pada
UU lainnya, sehingga UU
iniadalah UU pidanadan
bukan UU administrasi
yang diberiketentuan
pidana pasal-pasal akhir.
Sepertiyangdikenal
sebagai verordemings
strafrecht. Dalam
konsideran UU tersebut
hanya dikatakan bahwa
terorisme menghilangkan
nyawa tanpa memandang
korban dan menimbulkan
ketakutan dalam
masyarakat secara

luas atau hilangnya
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kemerdekaan serta
kerugian hartabenda,
olehkarenaitu

perlu dilaksanakan
langkah-langkah
pemberantasan. Inti dari
konsiderans ini terlihat dari
definisiterorisme yaitu
perbuatan menghilangkan
nyawa tanpa memandang
korbannya, menimbulkan
ketakutan secara

luas, menghilangkan
kemerdekaan, serta
menimbulkan kerugian
hartabenda.

Tindak Pidana
Terorisme

UUNomor 15 Tahun 2003
mengatur tentang tindak
pidanaterorisme dalam
Pasal 6 s.d. Pasal 12.
Dalam pasal-pasalinilah
kita dapat membacaapa
yang dimaksud dengan
tindak pidanaterorisme.
Tindak pidanayang
diatur dalam Pasal 6 dan
Pasal 7UUiniadalah
menyangkut penggunaan
kekerasanatauancaman
kekerasan. Perbedaan
antaratindak pidana
terorisme pada Pasal 6 dan
Pasal 7 yaitu: pada Pasal
6 rumusannya adalah
delik materiildan Pasal 7
delik formil; pada Pasal 6
perbuatan yang dilakukan
telah menimbulkan
suasanateror ataurasa
takut terhadap orang
secarameluas dantelah
menimbulkan korban
secaramassal, sedangkan
Pasal 7 perbuatan yang
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samadilakukan yang
bermaksud menimbulkan
suasanaterorataurasa
takut namun belum terjadi
akibat yang dikehendaki.

Kedua pasalinimemang
menimbulkan masalah
karenamenggunakan
istilah yang tidak jelas
atau tidak sesuaidengan
asaslex certa. Apa

yang dimaksud dengan
objek yang strategis dan
vitalatau kehancuran
lingkungan hidup. Salah
satusubasasdariasas
legalitas adalah lex certa
yaitu ketentuan hukum
pidana harusjelas.

Dalam tulisanini tidak
semua tindak pidanayang
dengankualifikasi tindak
pidanateroris. Hanya
beberapakelemahandan
keistimewaan dalam UU
iniyang akan dipaparkan
antaralainyangtelah
disebut diatas, yaitu
apakaitanlexcerta
sehingga tidak dapat
disalahgunakan, selain
itu tidak jelasnya Pasal

7 tersebut terdapatjuga
padaPasal10 yangjuga
bertentangan dengan
asas lex certayaituistilah
objek vital dan strategis.
Sesungguhnyaada
penjelasan pasal tersebut
namun kembali tidak
dijelaskan artikata-kata
tersebut.

Pasal 11yang menyatakan
tentang perbuatan
menyediakan atau

mengumpulkan dana
dengan tujuan akan
digunakan atau patut
diketahuiakan digunakan
untuk melakukan tindak
pidanaterorisme.
Sebenarnya Pasal 11
tersebut tumpang

tindih dengan dengan
Pasal 13 yang mengatur
tentang perbantuan
(medeplichtige). Pasal
inijuga mencampur aduk
tindak pidana sengaja
dantindak pidana
kelalaian (culpa). Halini
terlihat darirumusan
Pasallltersebut,dengan
menggunakanistilah
merampas kemerdekaan
atau hilangnya nyawa dan
hartabenda oranglain
atau kehancuranterhadap
objek-objek vital yang
strategis atau lingkungan
hidup atau fasilitas publik
ataufasilitas internasional.
Patut diketahuinya

istilah yangdigunakan
dalam Pasal 480 KUHAP,
redelijhe wijs moet ver
moedest diartikan sebagai
culpa.

UUNomor 15 Tahun 2003
juga memuat sejumlah
ketentuan pidana maupun
hukum acara pidana

yang menyimpang
dariketentuan KUHAP,
sehingga dapat
diklasifikasikan sebagai
lex specialies dandengan
demikian berlaku adagium
lex specialis derogate
legigeneralisesuaidengan
ketentuan dalam Pasal 103
KUHAP dan Pasal 284 ayat

(2) KUHAP.

Permufakatanjahat,
percobaan serta
pembantuan pada
suatu tindak pidana
terorisme yangdiatur
dalam Pasal 6 diancam
pidana dengan pidana
yang samadengan
Pasal 15.

Pasal 15 serta Pasal

13 terlihat sebagai
ketentuan tindih dalam
hal pembantuan.

Merencanakandengan
menggerakkanorang
lain melakukan tindak
pidanaterorisme
diancam pidana mati
atau seumur hidup.

Korporasiadalahjuga
subjek hukum pidana
dengan pidana pokok
adalah dendapaling
banyak satu triliun
rupiah.

Korporasidapat
dicabutijinnyaatau
dinyatakan terlarang
(Pasal18).

Adanya pidana
minimum khusus
padatindak pidana
terorisme tertentu
sepertiPasal 6,8, 9,
10,11, dan12.Hanya
Pasal 7 yang tidak
mengatur tentang
pidana minimum
khusus penyimpangan
terhadap KUHAP atau
hukum acara.

Wewenang penahanan
oleh penyidik
palinglama 6 bulan,

www.komisiyudisial.go.id



penangkapan paling
lama 7x24 jam.

Intelijen dapat
digunakan sebagai
buktipermulaan yang
cukup, melalui suatu
proses pemeriksaan
oleh Ketua atau Wakil
Ketua.

Ketua Pengadilan
Negeriyang
menetapkan adanya
bukti permulaan
yang cukup dan
memerintahkan
dilaksanakannya
penyidikan.

Alat bukti, selain alat
buktidalam Pasal 184
KUHAP padatindak
pidanaterorismejuga
ditambahkan alat bukti
elektronik (electronic
evidence).

Kompensasi, Restitusi,
danRehabilitasi

UUinijuga mengatur
tentang

www.komisiyudisial.go.id

kompensasikepada
korbanatauahliwarisnya.
Kompensasidengan
restitusi. Kompensasi
dibebankan kepada negara
danrestitusikepada
pelaku tindak pidana
dengandicantumkan
dalam amar putusan.
Sebaliknya, pelaku tindak
pidana terorisme apabila
membebaskannya dengan
putusan tidak memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Terorismedan
PencucianUang

Upaya secarainternasional
telah ditempuh bukan
saja untuk membasmi
terorisme namunjuga
agar mengkriminalisasi
kegiatan-kegiatan
pembiayaan tindak
pidana terorisme yang
dikutip dengan sebutan
financing terrorism.
Dalam perumusan
wacana pembiayaan
kegiatan terorisme

seringdisinyalir arahnya
state sponsored
terrorism, di samping
kegiatan-kegiatan
pengumpulandanayang
tidak jarang dilakukan
dengan melakukan
tindak pidanadari
perbuatan-perbuatanhalal
dengan menggunakan
dasar kerahasiaan bank
dan korporasi seperti
yang dikatakanoleh Luci
Komisan. Almarhum
OsamaBinLadenjuga
telah memanfaatkan
kerahasiaan bank baik
dilnggris maupundi
negara lain. Perserikatan
BangsaBangsadengan
International Convention
for the Suppression of the
Financial of Terrorism
tanggal 10 Januari 2000.

Bagaimanadi
Indonesia?

Dalam Pasal 43 UU
Nomor 15 Tahun 2003
telah diatur bahwa dalam
rangka pencegahan
danpemberantasan
tindak pidana terorisme,
Pemerintah Rl
melaksanakan kerja sama
internasional dengan
negaralain dibidang
intelijen, kepolisian, dan
kerjasama teknis lainnya
yang berkaitan dengan
tindak melawan terorisme
sesuaidenganketentuan
yang berlaku.

Salah satuprinsip pidana
terorisme adalah yang
diatur dalamPasal 1
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adalah ketentuanyang
mengatur tentang
penyediaan dana untuk
melakukan tindak pidana
terorisme. Demikian pula,
diatur dalam Pasal 13
adalah ketentuanyang
dapat dikategorikan
sebagai financing
terrorism. Tentang
rahasiabankyangselalu
digunakan sebagaitameng
oleh kegiatan financing
terrorism, dengan
ketentuan Pasal 30 ayat (1)
yang memberi wewenang
kepada penyidik, penuntut
umum atau hakim untuk
meminta keterangan
daribank ataulembaga
jasakeuangan mengenai
harta kekayaan seseorang
yang diketahuiatau

patut diduga melakukan
tindak pidana terorisme,
artinyarahasia bank dapat
diterobos dalamruang
tindak pidana terorisme.

UU Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahandan
Pemberantasan Tindak
Pidana, demikiandalam
Pasal 2 merujuk bahwa
terorisme merupakan
salah satu tindak pidana
asalatau predicate
criminal.

Penutup

Demikianlah penjelasan
tentang terorisme baik
penanggulangannya
secarainternasional
maupun sesuai
perundang-undangandi
Indonesia. [
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SELINTAS

Fokus 2017 KY Berinovasi dalam
Penguatan SDM

Jajaran Komisioner saat sesipemberian
pengarahan pada rapat kerja.

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Pelayanan publik menjadi hal yang utama bagi seluruh Kementrian dan Lembaga
Negara, termasuk dalam hal ini Komisi Yudisial (KY) menyisipkan agenda

besar dalam penguatan sektor pelayanan publik yang terintegrasi, inovatif,
cepat dan efisien. Namun hal itu tidak akan terwujud bila kompetensi Sumber
Daya Manusianya (SDM) masih lemah sehingga pada momentum Rapat Kerja
Jahun 2017, seluruh unit dan bidang pada Sekretariat Jenderal KY bersepakat
menciptakan inovasi yang mengarah pada penguatan di sektor ini.

apatkerjayang merumuskan beberapa oleh Kementerian Sekretaris Jenderal KY,
Rdiikutioleh seluruh ~ pengembangandi Pemberdayagunaan Danang Wijayanto untuk

pejabat struktural, sektor SDM diantaranya, Aparatur Negara dan program yang dilakukan
komisioner dan tenaga melaksanakan ReformasiBirokrasipada sepanjang Tahun 2017 dan
ahliKY digelar di Hotel peningkatan kapasitas tahunini. yang menjadi prioritas di
Bidakara Savoy Homan, SDM, mengawal serta Tahun 2018 memerlukan
Bandung Jawa Barat, mengupayakan agar Beberapa yang menjadi improvement yang
terhitung Kamis 16 Jabatan Fungsional catatan pada Rapat bersifatinovasidalam
Februarihingga Sabtu 18 Tertentu (JFT) Kerjakaliiniseperti meningkatkan pelayanan
Februari 2017, berhasil untuk ditetapkan yang dikemukakan oleh terhadap masyarakat,
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selainitu program perlu
untuk dikaitkan dengan
nawacita yang sejalan
dengan program nasional.

“KY perlu berinovasiuntuk
kegiatandan program KY
di Tahun 2017 untuk dapat
dikaitkan dengan program
nasional sesuainawacita,
dalam haliniKY turut
membangun karakter
hakim dilndonesia”,
ungkapnya.

Yang menjadi sorotan
dalam berinovasibagi
KY selakulembagayang
memiliki kekhususan
bidang yudisial dan

etik, pengembangan
SDM menjadihal yang
pokok baik, SDM hakim
yang menjadiobyek
pencegahan dalam
konteks “Menjaga’,
maupun kompetensi SDM
intermal KY yang relevan
dalam menangani etik.

Menurut Ketua Bidang
Pencegahandan
Peningkatan Kapasitas
Hakim, Joko Sasmito,
program Peningkatan
Kapasistas Hakim (PKH)
KY selain bertujuan
untuk meningkatkan
kualitas SDM dari Aparat
Penegak Hukum dalam
haliniadalah Hakim, juga
menguatkanintegritas
hakim yang sejalan
dengan program nasional
pemerintah, untuk itu
perlu untuk diperkuat di
Tahun 2017 dan menjadi
prioritas di Tahun 2018.

www.komisiyudisial.go.id

“PKH merupakan
programunggulan

yang sejalandengan
program pemerintah yaitu
revolusimental, untukitu
program ini perlu untuk
dikuatkandi Tahun 2017,
diantaranya perlu untuk
adanya penguatan SDM
yang berkompeten di
bidangetik, dan di Tahun
2018 sebagailembaga
penegak etik maka

KY perlu dan penting
memiliki Litbang Diklat
gunamenyelenggarakan
pelatihan-pelatihan”,
ungkap Joko.

Selainitu tambahnyalagi,
sebagailLembaga yang
khusus menanganibidang
etik KY memerlukan
peningkatan SDM

yang handal dan cakap
menangani bidang etik.

“KY merupakan lembaga
negara yang memiliki
tugas khusus bidang etik
yaitu sebagai penjaga
danpenegak etik hakim,
untukitu perluadanya
penguatan SDMyang
berkompeten dibidang
etik”

Senadadenganhalitu
Ketua Bidang Hubungan
antar Lembagadan
LayananInformasi,
Farid Wajdi, lebih
mengarahkan terhadap
kompetensiindividunya.
“SDMKY perlu dilatih
sebagaifasilitator

yang kompeten untuk
menjadi fasilitator untuk
melakukan sosialisasi
KY dan audiensi, selain
itujuga SDMyang
menangani pengawasan
hakim perlu untuk terus
dilatih dan dikembangkan
keilmuannya”, ucapnya.

Masih menyoroti perihal
SDMyangadadiinternal
KY, menurut Ketua Bidang
SDM, Hukum, Litbang
dan Advokasi, Sumartoyo
mengharapkan di Tahun
iniKY dapat mewujudkan
rumpun Jabatan
Fungsional Tertentu
(JFT), sebagaisalah satu
penguatandilini SDM.

“Harapan sayadi Tahun
2017 ini terkait dengan
JFT akandapat segera
dilakukan, untuk
memperkuat linidi SDM

Rapat Kerja dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial,
Tenaga Ahlidan seluruh pejabat Kesekretariat
Jenderal KY, dan Koordinator Penghubung 12
Wilayah.

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

MARET 2017

SELINTAS

KY yang menangani
tugas-tugas tertentu yang
sesuaidengan bidangnya”,
harapnya.

Berkaitan dengan kualitas
SDM yang mumpuni
kedepan, Sumartoyo

juga beranggapanjika
halitu dapat dilakukan
maka akan ada dampak
besar untuk penguatan
kompetensi SDM dalam
menangani tata kelola
persuratan, pembenahan
dalam perihaladministrasi
diKesetjenan, dan
penanganan tugas teknis
dibidang-bidang tertentu
maka hal demikian
memang menjadi fokus
utama yang perlu untuk
dilakukan di Tahun 2017
ini.

Sedangkanyang
berkenaan dengan

SDM hakim selain
mengembangkan
program dan kegiatan
yang terarah dan terukur
pada Peningkatan
Kapasitas Hakim, KY
juga perlu untuk terus
mengasah output,
outcome danimpact
dariseluruh program
pencegahanKY sejauh
ini, sehingga dapat
menjadibahan rujukan
untukjangka panjang
yaitu harapanKY
memiliki Puslitbang
Diklat tersendiri wujud
kontribusinyata upaya
penguatan bidang etik di
Indonesia. (Adnan/Festy)
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Kuatkan Integritas Melalui
Pelatihan Pemaknaan KEPPH

e, Salah satu sesipada pelatihan dimana

oy tiap pointnya lebih mengedepankan

unsur psikologi bagi hakim.

O MAJALAH KOMIS| YUDISIAL/ADNAN

disampaikan dalam o ) X ce . ..
Sambutan Pelatihan  @dalah nilai tertinggi yang perlu dijunjung dan dijaga

Peningkatan Kapasitas dengan integritas para hakim. Untuk itu integritas menjadi
Hakim (PKH) pada Senin

(6/2). diNovotel Manado,  P@TS0alan utama bagi Komisi Yudisial (KY) sebagai mana
Kepala Biro Rekrutmen, tersurat pada Undang-Undang No. 18 7ahun 20II tentang

Advokasidan PKH, Ari .
vokasidan "®  perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004,
Sudihar, mengutarakan

bahwa dalam konteks tentang Komisi Yudisial yang mengamanatkan perihal

menjaga KEPPHini menjaga dan menegakkan KEPPH, sebagai landasan
KY memformulasikan

pelatihan yang bersifat lerwujudnya peradilan yang bersih, fair dan tidak memihak.
menguatkan integritas

S epertiyang Penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

hakim dengan cara nilai-nilai yang utuh, 8-15 tahun adalah dapat memahami
memahami KEPPH danharapannya hakim kegiatan pendidikan hakikat KEPPH sebagai
sebagaipedomandan berperilaku sesuaiKEPPH.  yangdirancang untuk pedomandan panduan
panduan berperilaku, lalu membantu peserta berperilaku dan
menerima dan sepakat “Pelatihan Pemaknaan mengoptimalkan hasil menumbuhkan komitmen
menjalankan KEPPH KEPPH bagi hakim belajarnya dengan terhadap nilai-nilaiyang
sebagaisatu filsafat dari dengan masakerja tujuan agar peserta terkandung dalam KEPPH,
At EDISI . s . .
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Ketua Bidang Penvegahandan

Peningkaran Kapasitas Hakim
Kplp Sasmito.

sehingga diharapkan
peserta mendapatkan
pemahamandan
mengamalkan KEPPH
dalam tugas kedinasan
maupun kehidupan
bermasyrakat”, ucap Arie
Sudihar.

Untuk target awal
pelatihan diManado
sendirilanjutnya, KY
mengundang 40 orang
hakimdarilingkup
peradilan umum,
agamadan TataUsaha
Negara,dandalam
pelaksanaannya diiikuti
oleh 39 hakim.

Pelatihan KEPPH di
Manado merupakan
rangkaian awal dari
rangkaian kegiatan

yang dilakukan oleh KY.
Menurut Ketua Bidang
Pencegahandan PKH,
Joko Sasmito ketika
dimintai keterangan,
sepanjang Tahun
2017iniKY akan
menyelenggarakan 14
kali kegiatan pelatihan
dan 3 kaliworkshop yang
bekerjasama dengan Jimly
School.

www.komisiyudisial.go.id
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“KY akan selenggarakan
8 kalikegiatan pelatihan
KEPPH untuk hakim
dengan masakerja 0-8
tahun dan 6 kali kegiatan
hakim dengan masa

- kerja8-15tahun. Selain
' itujugadilaksanakan

workshop bagi hakim
tinggi dan hakim
pimpinan pengadilan
tingkat pertama yang
bekerjasamadengan
Jimly School di 3kota”,
ungkapnya.

Sebagaibagian tugas
yang bersifat pencegahan,
menurut Joko pelatihan
ini penting untuk
dilaksanakankarenaKY
diberiamanah sebagai

lembaga yang ditugaskan
menjaga hakim baik dalam
maupun diluar kedinasan,
agar selalu berpedoman
pada KEPPH.

“Yang menjaditugas
pokok KY adalah
rekrutmen calon hakim
agung-adhoc dan
pengawasan perilaku

hakim, namun masyarakat
juga perlu tahu bahwa KY
punya tugas mencegah
terjadinya pelanggaran
KEPPH. Untuk itu dampak
yangdiharapkandari
adanya pelatihanini
adalahintegritas dan
nilai-nilai KEPPH dapat
terus tertanamdalam
sanubarihakim dan agar
dalam kesehariannya

para hakim senantiasa
memegang tequh KEPPH",
terang mantan hakim
tinggi militer ini.

Strategidalam pelatihan
lebih mengedepankan
unsur psikologibagi
hakim, tentunya
narasumber yang

SELINTAS

sanubariseperti: peserta
diminta untuk menghayati
makna menjadi seorang
wakil Tuhan di muka
bumi, dalam materi
inidiharapkan dapat
memberikan stimulus
bagipesertauntuk
mengintegrasikan
makna hidup pribadinya
kedalam makna hidup
profesionalnya sebagai
seorang hakim.

Materilain yang tak

kalah penting adalah
pengembangan
profesional hakim
dimana pada materiini
peserta dapat mengambil
manfaat pengalaman
yangditularkan oleh

Suasana saat Pelatihan Pemaknaan

berkontribusipada
pelatihan lebih dominan
berasal daridisiplinilmu
psikologidan praktisi
hukum.

Sejalandengan tujuan
yangingin dicapai maka
pelatihan-pun diisi
dengan materi-materi
yang dapat menggugah
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KEPPH di Menado.

pandangan hakim senior
kedalam diripeserta
untuk menumbuhkan
jiwa profesionalismenya.
Metode pembelajaranpun
dirancang dengan

lebih mengedepankan
pembelajaranyang
terpusat padadiri
masing-masing peserta.
(Adnan/Festy)

EDISI Vi
Konisi YupisiAL

)
=)

>
s
2
>
)
=
)

a MAJ



KESEHATAN

dr. Lusia Johan

ering kitamendapati
tubuh kita memar
atau kebiru-biruan

tanpa sebab yangjelas.
Terkadangjuga dianggap
sepele. Jikalau memar
terlalu sering muncul
danlamahilangnya, atau
disertai manisfestasi
perdarahan lainnya,
sepertimimisan, gusi
berdarah, dll, ada
baiknya kita waspada
dan memeriksakandiri
ke dokter. Karena ada
beberapa penyakit yang
mendasaritimbulnya
gejala tersebut.

Salah satu penyakit/
kelainan yang memberikan
gejalamemar pada tubuh
adalahITP (idiopatik
Trombositopenia
Purpura).

ApasihITP?

ITP atau Idiopathic
thrombocytopenic
purpura adalah penyakit
kelainan autoimun

yang berdampak
kepada trombosit atau
platelet. Kondisiinibisa
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ITP (Idiopatik

Trombositopenia
Purpura)

menyebabkan mudah
mengalami memar atau
berdarah, dan terjadi
secara berlebihan.
Pendarahan yang terjadi
disebabkan oleh tingkat
trombosit yang rendah.
Trombosit adalah sel
darah yangmembantu
dalam penggumpalan
darah untuk mencegah
dan menghentikan
pendarahan.

Kondisiinibisa terjadi
kepada orangdewasa
dananak-anak. TP yang
terjadi pada anak-anak
biasanya terjadisetelah
infeksivirus dan bisa
pulih sepenuhnyatanpa
melalui pengobatan atau

penanganan khusus.
Sedangkan padaorang
dewasa, ITP biasanya
merupakan kelainan yang
bersifat kronis ataujangka
panjang.

Terkadang ITP tidak
menimbulkan gejala
sama sekali, khususnya
pada anak-anak. Ketika
anak-anak menderita

ITP, sistem kekebalan
tubuhnya secarakeliru
menghasilkan antibodi
terhadap trombosit
setelah infeksi virus atau
kuman lain. Kondisiini
adalahreaksisistem
kekebalan tubuh yangbisa
terjadibeberapaminggu
dan akhirnya menghilang.

Namun dalam beberapa
kasus, ITP bisamenjadi
kronis atau berkelanjutan.

ITP adalah kondisi
idiopatik atau tidak
diketahuipenyebab/
penyakit dasar. Secara
istilah, berikut ini
penjelasan tentang ITP.

Idiopathic. Tidak
diketahui penyebab
dasarnya.

Thrombocytopenic.
Jumlah trombosit di
bawah kadar normal.

Purpura. Ruam berwarna
merah-keunguan.

JenisITP

1. Akut

Awalnya dijumpai
trombositopenia pada
anak.

Jumlah trombosit
kembalinormal
dalam 6 bulan setelah
diagnosis (remisi
spontan).

www.komisiyudisial.go.id



Tidak dijumpai
kekambuhan
berikutnya.

2. Kronik
Trombositopenia
berlangsunglebih
dari6 bulan setelah

diagnosis.

Awitan tersembunyi
danberbahaya.

Jumlah trombosit
tetap dibawah normal

selama penyakit.

Bentukiniterutama
padaorangdewasa.

3. Kambuhan

Mula-mula terjadi
trombositopenia.

Relaps berulang.

Jumlah trombosit

www.komisiyudisial.go.id
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kembalinormal
diantara waktu
kambuh.

ITP Pada Kehamilan

DiagnosalTP selama
kehamilan cukup sulit
dilakukan, karenajumlah
trombosit pada wanita
hamilmemang cukup
rendah. Sekitar 5% wanita
hamil memilikijumlah
trombosit yangnormalnya
juga cukup rendah di
masa kehamilan tuanya.
Penyebabnya juga tidak
diketahui. Tetapi kondisi
ini akan kembalinormal
sesaat setelah proses
bersalindilakukan.

Bayiyang lahir dari
seorangibuyang
menderitalTP
kemungkinanjuga
memiliki jumlah trombosit
yangrendah dalam
tubuhnya. Kodisiinibisa

berlangsung selama
beberapa harihingga
beberapa minggu setelah
iadilahirkan. Setelah

lahir, bayiumumnya tetap
dirawat dirumah sakit
untuk keperluan observasi
beberapa hari. Sampai
diperoleh kepastian bahwa
tidak ada masalah, bayi
boleh dibawa pulang ke
rumah

Epidemologi

AdaduatipelTP
berdasarkankalangan
penderita. Tipe pertama
umumnya menyerang
kalangan anak-anak,
sedangkan tipe lainnya
menyerang orang dewasa.
Anak-anak berusia 2
hingga 4 tahun yang
umumnya menderita
penyakit ini. Sedangkan
ITP untuk orang dewasa,
sebagian besar dialami
oleh wanita muda, tapi
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dapat pulaterjadipada
siapa saja. TP bukanlah
penyakit keturunan.
(Family Doctor, 2006).

ApaPenyebabITP?

Hingga kini, penyebab
dasar ITP masih belum
diketahui.Orangyang
menderita ITP memiliki
sistem kekebalan tubuh
yang keliru dan akibatnya
menyerang trombosit
dan menganggapnya
sebagaiunsur asingyang
berasal dariluar tubuh.
Sistem kekebalan tubuh
menghasilkan antibodi
yang menempel pada
trombosit. Trombosit
menjadi seakan-akan
ditandaiuntuk
dihancurkan. Akibatnya,
jumlah trombosit dalam
tubuh akanberkurang
atau menjadisangat
rendah.

Jumlah trombosit
normal dalam aliran
darah melebihi150.000
trombosit per mikroliter.
PenderitaITP memiliki
trombosit dibawah
20.000 per mikroliter
dan makinrendahnya
jumlah trombosit, risiko
terjadi pendarahan akan
makin meningkat. Jika
jumlah trombosit sudah
berada dibawah10.000
per mikroliter, maka bisa
terjadi pendarahan dalam
meski tidak terdapat luka.

Meskipenyebab ITP
belum bisa dipastikan,
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beberapa faktor bisa
meningkatkan risiko Anda
terkenalTP. Wanita lebih
cenderung terkenalTP
daripada pria. Kebanyakan
anak yangmenderitaITP
mengalaminya setelah
terinfeksivirus tertentu,
misalnya campak.

Tandadan GejalalTP

Berikutiniadalah
gejala-gejala

yang muncul
akibat idiopathic
thrombocytopenic
purpuraataulTP:

Memar mudah muncul
atauterjadipada
banyak bagian tubuh.
Memar tersebut
mungkin terjaditanpa
alasanyangjelas.
Memar sepertiini
disebut purpura.

Biasanya didahului

olehinfeksibakteri
atau virus (misalnya

rubella, rubeola,
varisela), atau
setelah vaksinasi
dengan virus hidup
1-3minggu sebelum
trombositopenia.

Riwayat perdarahan.

Hati,limpadan
kelenjar getah bening
tidak membesar.

Bintik-bintik
merah pada kulit
(terutamadidaerah
kaki), seringnya
bergeromboldan
menyerupairash.
Dikenaldengan
sebutan petechiae,
disebabkankarena
adanya perdarahan
dibawah kulit.

Pendarahanyang
lebih sering dapat
membentuk massa
tiga-dimensiyang
disebut hematoma.

Hinggakini, penyebab dasar ITP

masih belum diketahui. Orang

yang menderita ITP memiliki

sistem kekebalan tubuh yang

kelirudan akibatnya menyerang

trombositdan menganggapnya

sebagaiunsur asing yang

berasal dariluar tubuh.

Komisi Ya EADII\ISLIIARI
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Pendarahan akibat
lukayangberlangsung
lebih lama.

Pendarahanyang
terjadi dibawah
kulitdan terlihat
sepertibintik-bintik
merah-keunguan
yang terjadi pada kaki.

Pendarahandari
hidung atau mimisan.

Darah padaurine atau
tinja.

Pendarahan pada
gusi, terutama setelah
perawatan gigi.

Sangat kelelahan.

Beberapamacam
pendarahanyang
sukar dihentikan
dapat menjaditanda
ITP. Termasuk
menstruasiyang
berkepanjangan pada
wanita. Pendarahan
padaotakjarang
terjadi,dan gejala
pendarahan pada otak
dapat menunjukkan
tingkat keparahan
penyakit. Jumlah
trombosit/platelet
yangrendah akan
menyebabkan nyeri,
fatigue (kelelahan),
sulit berkonsentrasi,
atau gejala yanglain.

MendiagnosisITP

Diagnosis ITP dilakukan
dengan memastikan

bahwa gejala pendarahan
ataujumlah trombosit
yangrendah bukan karena
penyakit atau kondisi
lain. Jika tidak didapati
penyebab tertentu, maka
akandisimpulkan bahwa
pasien mengalamilTP.
Prosedur yang dilakukan
untuk mendiagnosis ITP
adalah:

+ Tesdarahlengkap.
Tesdarahiniberguna
untuk menghitung
jumlah sel darah putih,
seldarah merahdan
trombosit darah.
Penderita TP akan
memilikijumlah sel
darah merah dan sel
darah putihnormal,
tapijumlah trombosit
menjadirendah.

+ Tesfisik danriwayat
kesehatan lengkap.
Tanda-tanda apakah
terdapat pendarahan
dibawah kulit akan
diperiksaoleh dokter.
Selainitu, dokter juga
menanyakan riwayat
penyakit yang pernah
Anda deritadanjenis
obat-obatan maupun
suplemenyang Anda
konsumsi.

*  Pemeriksaan sumsum
tulang. Prosedur ini
juga bisamembantu
dalam mengenali
penyebabrendahnya
trombositjumlah.
Trombosit diproduksi
didalam sumsum
tulang. Prosedur yang

www.komisiyudisial.go.id



biasanya dilakukan
adalah biopsi sumsum
tulang atau aspirasi
sumsum tulang.
Sampeljaringan, baik
yang cair dan/atau
yang padat, diambil
darisumsum tulang
yangsama.

Hitung (perkiraan jumlah)
trombosit dan evaluasi
hapusan darah tepi
merupakan pemeriksaan
laboratorium pertama
yang terpenting. Karena
dengan carainidapat
ditentukan dengan cepat
adanya trombositopenia
dankadang-kadangdapat
ditentukan penyebabnya.

Langkah Mengobati
ITP

Idiopathic
thrombocytopenic
purpurayang terjadi pada
anak-anak umumnya
pulih dengan sendirinya
tanpa membutuhkan
penanganan khusus.
Kurang lebih, ITP akan
pulih dalam waktu enam
bulandananak-anak
denganITPkronis

bisa pulih kurang

lebih beberapa tahun
setelahnya.

Bagiorangdewasayang
menderitalTPringan,
tidak diperlukanadanya
penanganan khusus,
melainkan perlu terus
diawasi dan melakukan
pemeriksaanjumlah
trombosit secara rutin.

www.komisiyudisial.go.id

Jika gejala yangdirasakan
cukup mengganggu
dankadar trombosit
cukuprendah, dokter
akanmenyarankan
pengobatan. Pengobatan
yang dilakukan bisa
melibatkan obat-obatan
maupun operasijika
diperlukan. Tujuan
pengobatan ITP sendiri
adalah untuk memastikan
jumlah trombosit yang
amandanmencegah
pendarahan.

Berikutinibeberapa
obat-obatan yang perlu
dihindariketika Anda
menderita ITP.
Aspirin.
Ibuprofen.
Obat-obatan
pengencer darah.

Obat-obatandiatas
perludihindarikarena
efek dariobatitu dapat
melemahkan fungsi
trombosit di dalam tubuh
manusia. Sebaiknya Anda
juga menghindari aktivitas
maupun olahragayang
bisa meningkatkan risiko
terjadinya cederayang
disertai pendarahan.

Berikut inidaftar
obat-obatanyang
biasanya diberikan untuk
mengobatilTP:

+  Kortikosteroid.
Obat iniberfungsi
meningkatkanjumlah
trombositdengan
caramenekan sistem
kekebalan tubuh.
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Jika Anda menderita ITP
pada tingkat yang parah

dan obat-obatantidaklagi

membantu dalam mengatasi

gejalayang muncul, maka

perlu dilakukan prosedur

operasi pengangkatan organ

limpa atau splenektomi

Konsumsiobat bisa
dihentikan ketika
jumlah trombosit
kembalinormal,
tapiikutisaran
dokter ketika harus
menghentikan
konsumsiobat ini.
Obatinisebaiknya
tidak dikonsumsi

untuk jangka panjang.

Efek samping obatini
adalahberat badan
bertambah, kadar
guladarahtinggi, dan
osteoporosis.

Intravenous immune
globulin (1VIG). Obat
ini berfungsiuntuk
meningkatkan
jumlah seldarah
sebelum operasi

dan menghentikan
pendarahan kritis.

Terapibiologis.
Contoh obat biologis
adalahrituximab.
Obatinidiberikanjika
kortikosteroid tidak

dapat membantu.
Obatiniberfungsi
untuk mengurangi
aktivitas sistem
kekebalan tubuh.

Operasipadaldiopathic
Thrombocytopenic
Purpura

Jika AndamenderitalITP
pada tingkat yang parah
dan obat-obatan tidak
lagi membantu dalam
mengatasi gejala yang
muncul, maka perlu
dilakukan prosedur
operasipengangkatan
organ limpa atau
splenektomi. Prosedurini
berfungsimeningkatkan
jumlah trombosit dalam
tubuh dan menghilangkan
sumber utama perusakan
trombosit dalam tubuh.
Tapiprosedur inijarang
sekalidilakukan karena
akan meningkatkan
risiko infeksidengan
tidak adanyalimpadalam
tubuh.

JANUAR K Yi
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Penderita
ITPyang
sedang hamil
umumnya
bisa menjalani
proses
kehamilan
dan persalinan
yang normal.
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Splenektomi.
Indikasi:

Resisten terhadap
pemberian
kortikosteroid dan
imunosupresif selama
2 —3bulan.

Remisispontan tidak
terjadi dalam waktu
6 bulan pemberian
kortikosteroid saja
dengangambaran
klinis sedang sampai
berat.

Penderitayang
menunjukkan

respon terhadap
kortikosteroid
namun perlu

dosis tinggi untuk
mempertahankan
klinis yang baik tanpa
perdarahan.

Kontraindikasi:

Anak usia sebelum 2
tahun: fungsilimpa
terhadap infeksi belum
dapat diambil alih oleh
alat tubuh yang lain (hati,
kelenjar getah bening dan
thymus)

KomplikasilTP

AkibatdarilITP yang
paling sering terjadi
adalah pendarahan,
apabila pendarahan
terjadidiotak atau
pendarahanintracranial,
efeknya bisa mematikan.
Sedangkan komplikasi

darilTP kronis dan parah
akan muncul sebagai
akibat dari pengobatan
yang dilakukan.

Kortikosteroid yang
cukup efektif mengobati
ITP berpotensi
menyebabkan efek
samping yang berbahaya
jika dikonsumsidalam
jangka panjang, misalnya,
osteoporosis, katarak,
kadar gulatinggiyang
bisa menyebabkan
diabetes tipe 2.

Sedangkan prosedur
splenektomiyang
membantu mencegah
hilangnya trombosit akan
membuat Anda lebih
rentan terkena infeksi.
Limpabertanggungjawab
melawan infeksi, jadi
apabila limpa diangkat,
Anda akankehilangan
salah satu fungsialami
tubuh dalam melawan
infeksi.

PenderitaITP yang
sedang hamilumumnya
bisa menjalaniproses
kehamilan dan persalinan
yang normal. Namun
jikajumlah trombosit
yang sangat rendah
pendarahan berlebih pada
saat melahirkan lebih
berisiko untuk terjadi.

Selainitu, wanita
penderitalTPjuga
berpotensibahwa bayinya
memiliki jumlah trombosit
yangrendah pula. Jikaini
terjadi, dokter bayiakan

mengawasi bayiselama
beberapa hari. Jumlah
trombosit bayiakan
mengalamipenurunan
sebelum akhirnya naik
kembali. Tapijikajumlah
trombosit bayisangat
rendah, penanganan
akandilakukan

untuk mempercepat
pengembalian jumlah
trombosit pada bayi.

Komplikasiyang lain
adalah penurunan
kesadarandan
splenomegaly
(pembesaran limpa).

Prognosis

Pada umumnya baik.
Padaanak kadang
terjadiremisilengkap
tanpa pengobatan.

+90% penderital TP
mengalamiremisi
setelah mendapat
pengobatan selama
3minggu-3bulan
dantidak timbullagi
gejala.

10% jadi I TP menahun
dan <1% meninggal.

Pada dewasa sering
relaps dalam waktu
4-15 tahun.

Prognosa lebih

buruk pada wanita
hamildanbilaada
komplikasi, terutama
perdarahan otak yang
dapat menyebabkan
kematian. M

www.komisiyudisial.go.id



RELUNG

/Imu Yakin

Minggu lalu saya dapat rejeki,
waktu pulang dari satu tempat saya
melihat seorang simbah-simbah
berkain jarik membawa tenggok
bambu sedang berjalan di pinggir
jalan aspal yang ramai, langsung
motor saya pepetkan di depan

simbah itu.

www.komisiyudisial.go.id

Y/ | jeng ten pundi
mbah? Monggo
sarengleh

kulo..” Saya mengajak
simbahitu untuk saya
boncengkan.

“Inggih mas, matur
nuwun..” Tanparagu
simbah itu naik ke
boncengan, siuuutt! PW..
Posisiwuenak!

Motor saya gas pelan,
ternyata siangitusaya
akan dapatilmubaru..

Namanya mbah Muji,
sehari-harijualan toge
disebuah pasar diJogja.
Kalau pagi mbah Muji
diantar oleh cucunya naik
motor sejauh 6 kilometer,

cucunya lanjut kerja
sampaisore sehingga
tidak bisamenjemput
mbah Muji ke pasar.
Bubaran pasar jam 11
siang, mbah Mujipulang
dengan naik bis, turun di
perempatanjalan besar,
lalu harus berjalan kaki 3
kilo sampai ke rumah di
siang hariyang panasitu..

Whottt! Jalan kaki
pulangnya?

Begini terjemahannyadari
bahasa Jawa,

“Simbah dulu naik sepada
mas tiap ke pasar, cuman
sudah 5 tahuninisimbah
diantar, pulangnya ngebis,
sudah nggak kuat naik
sepeda pulang-pergi..”

“Lhobukannyakalau
pulangjugajalannyajauh
mbah, 3 kilo lho sampai
dusunnyasimbah..”

“Mboten mas, selama
5tahuninihanya
3-4kalisimbahjalan
sampairumah, selalu
tiap hariadasajayang
memboncengkan simbah,
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gonti-gantiorangnya,
simbah diantar sampai
depanrumah..

Simbah juga gak kenal
mereka, ada yang tentara,
adayang cah kuliah,
bergantian mereka
memboncengkan simbah,
padahal simbahjuga tidak
mengenal mereka..

Simbah yakin saja,

pasti Allah yang akan
memilihkan dariratusan
orangyanglewatdijalan
itu untuk mengantar
simbah setiap hari..

Biar jadipahala mereka
semua, simbah tidak bisa
membalasnya...”

Wow.. Ilmu yakin Mbah
Mujiini mengalahkan
teknologigojek, yang
harus pakaigadged untuk
memanggil jemputannya.

Sepertisiangini,ilmu
yakin mbah Mujiyang
menarik motor saya
dapat giliran mendekat
danmerapat didepan
langkahnya..

EDISI Vi
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Besok pastiadaoranglain
yang akan merapat lagi,
mengantarkan simbah
untuk pulang ke rumah..
Yakin deh! Dengan
perbandingan 5 tahun
hanya sesekalijalan kaki,
simbah membuktikan
Allah hadir setiap hari..

Bagaimana dengan kita?

Ketika “ilmu yakin” belum
nancep didada, kita sering
ragu ketika berhadapan
denganmasalah, yang
dicariselalu solusi, bukan
Allah..Padahal Allah lah
pemilik segala solusi.

Jadinya Allah dilupakan,
solusimalah gak
datang-datang..

Ketika masalah-masalah
tak kunjung selesai, kita
bersandar pada manusia
yangjuga lemah, curhat
kesana sini, malah seperti
mengumbar aib sendiri..

Padahal pesan Allah
sangatjelas,

“Barangsiapa bertakwa
kepada Allah niscaya
Dia akan mengadakan
baginya jalan keluar,
dan memberinya rezeki
dariarah yangtiada
disangka-sangkanya.
Dan barangsiapa yang

bertawakal kepada
Allah niscaya Allah
akan mencukupkan
(keperluan)nya”

[QS. Ath Tholag: 2-3]

Hutang belum selesai,
sabarrr.. Bersandar terus
pada Allah biar dikasih
jalankeluar..

Ibadahnya makin
digenjot habis, habissss
sehabis-habisnyal

Masalah-masalah seperti
buntu, gak adajalan
keluar, sabarr.. Minta ke
Allah langsung semua
solusinya, yakin pastiada
jalannya..

[lmu yakin, “Aku ini
diciptakanoleh Zat Yang
Maha Kaya, kenapa aku
harus takut menjadi
miskin..”

Simbah sudah sampai
didepanrumah, saya
pamitan langsung,
sambil menyalaminya,
simbah mengguyurisaya
dengan doa-doayang
membuat saya merinding
mendengarnya..

Jogjayang panas siangini,
entah mengapa jaditerasa

sejuk tembus ke hati...

Salam,M

Ay

“ﬁ-arangsia-pa bertakwa

kepada Allah niscaya

Dia akan mengadakan

baginya jaleflikeluar,

dan memblerinya rezeki

dari arah yang tiada

disangka-sangkanya.
‘ Dan barangsiapa yang

bertawakal kepada
Allah niscaya Allah
akan mencukupkan

(keperluan)nya”

[QS. Ath Tholag: 2-3]
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